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KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan | Deputi

Bidang Penindakan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban
sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan pada periode Triwulan | Tahun 2026 ini tidak
terlepas dari komitmen berkelanjutan dalam penguatan sumber daya, penataan organisasi,
serta penyempurnaan proses bisnis secara konsisten. Laporan ini disusun sebagai bahan
evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, dan
tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
kepada para pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh
gambaran yang komprehensif untuk menentukan langkah perbaikan, perkembangan, maupun

peningkatan program dan kegiatan ke depan.

Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak, baik
Kementerian/Lembaga, aparat penegak hukum, asosiasi pelaku usaha, maupun masyarakat
luas atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Sinergi yang terbangun memberikan
kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja Deputi Bidang Penindakan dan diharapkan

dapat terus diperkuat di masa mendatang.

Sebagai penutup, kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan | Tahun 2026 ini dapat
memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan yang
konstruktif. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi

terbaik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 24 April 2026
Deputi Bidang Penindakan,

Irjen Pglf Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan | Tahun 2026 Deputi Bidang Penindakan merupakan wujud
pertanggungjawaban kinerja kepada publik sebagai bentuk nyata prinsip-prinsip tranparansi
dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana
Strategis Tahun 2025-2029.

Hasil evaluasi kinerja triwulan | tahun 2026 memiliki makna strategis sebagai pelaksanaan
kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target akhir Renstra Deputi Bidang
Penindakan Tahun 2025-2029. Kinerja yang belum tercapai perlu didorong melalui upaya
percepatan, sedangkan capaian yang telah diraih perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan,
sehingga seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang

Penindakan Tahun 2025 — 2029 dapat tercapai secara optimal pada akhir Tahun 2026.
KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengacu pada Nilai Kinerja Periodik Triwulan | Tahun 2026
sebesar 87,10%. NKO periodik Deputi Bidang Penindakan berada dalam kategori "Baik”. NKO
periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan yang dihitung dari total
capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang dinormalisasi dibagi dengan jumlah

indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM Deputi Bidang Penindakan sebagai unit

pendukung memiliki 3 Sasaran Program yaitu:

1. Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang

Prima.
dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran Program yaitu:

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan;

2. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

yang Optimal;

Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan;

Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan;

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan;

o o kW

Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan.
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Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program sampai dengan triwulan | tahun
2026 adalah sebagai berikut:

e 1 (satu) Indikator sasaran program mendapatkan kategori “Sangat Baik” yaitu
“Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
yang Optimal”

o 1 (satu) Indikator sasaran program mendapatkan kategori “Cukup” yaitu “Persentase
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”

o 4 (empat) Indikator sasaran program belum dapat diukur mengingat pengukuran dan
penetapan target terdapat pada akhir tahun yaitu:
(1) Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan,

(2) Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan,
(3) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan,
(4) Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penidakan.

Kinerja Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Deputi Bidang Penindakan untuk mencapai
sasaran program dan IKU yang telah ditetapkan termasuk pembiayaan kegiatan lainnya,
Deputi Bidang Penindakan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 13.895.098.000
(Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu
Rupiah). Sementara itu capaian anggaran Deputi Bidang Penindakan pada Triwulan | Tahun
2026 ini yaitu 17,34% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.409.479.835 (Dua Milyar
Empat Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga
Puluh Lima Rupiah).

Il
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HIGHLIGHT KINERJA

o Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuatan Penanganan

Obat dan Makanan Palsu.

T - @

II""I BERSAMA & PENCANANGS

PENANDATANGANAN MOU BPOM
YELRU Q’:‘\"IASYARAKAT INDONESIA ANTI

AlSV"“W (MIAP) DALAM RANGI

i

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026, dihadiri oleh kementerian/lembaga,
asosiasi pelaku usaha, organisasi profesi, akademisi dan media serta internal BPOM di
seluruh Indonesia. Seperti perwakilan asosiasi pelaku usaha yaitu GAPMMI, Masyarakat
Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku kepentingan yang terlibat
menyatakan komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan

peredaran Obat dan Makanan palsu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

¢ Interkoneksi Sistem Aduan Instansi

Kegiatan Interkoneksi Sistem Aduan Instansi dilaksanakan tanggal 13-15 Januari 2026 di
Novotel Bogor Golf Resort and Convention Centre. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian
Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan harmonisasi
pelaksanaan pengawasan dan penindakan hukum terhadap produk sediaan farmasi dan

pangan olahan illegal lintas instansi secara terintegrasi, transparan dan efisien.

Laporan Interim TW | 2026
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BAB | PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu fungsi
strategis pemerintah dalan menjamin perlindungan kesehatan masyarakat serta
menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam peredaran produk sediaan farmasi
dan pangan olahan. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada aspek
teknologi, sosial, ekonomi, maupun digitalisasi perdagangan telah mendorong
munculnya berbagai tantangan baru dalam pengawasan khususnya terkait
meningkatnya kompleksitas pelanggaran kejahatan di bidang sediaan farmasi dan
pangan olahan. Perkembangan e-commerce, media sosial serta distribusi lintas
wilayah dan lintas negara turut memperluas ruang gerak pelaku pelanggaran sehingga

menuntut pendekatan penindakan yang lebih adaptif, dan terintegrasi.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut maka dibentuklah Deputi Bidang
Penindakan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai penguatan fungsi penyidikan
dan penegakan hukum Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan memiliki peran
strategis dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan
guna menekan pelanggaran, membongkar jaringan kejahatan, serta memberikan efek
jera melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan.
Penindakan yang dilakukan oleh Badan POM saat ini menerapkan asas ultimum
remedium di mana sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah melalui proses
asesmen komprehensif dan filter oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber obat
dan makanan. Meskipun demikian, kompleksitas tantangan ke depan menuntut
penguatan tata kelola kinerja yang lebih terukur dan akuntabel. Penegakan hukum
tidak hanya dituntut menghasilkan output berupa jumlah perkara, namun juga mampu
menunjukkan outcome berupa penurunan risiko pelanggaran, peningkatan kepatuhan
pelaku usaha, serta perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu,
diperlukan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja yang
terintegrasi guna memastikan setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi
nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Sejalan dengan amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Keputusan Kepala Badan POM
Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan
Badan POM, Deputi Bidang Penindakan berkewajiban menyelenggarakan
manajemen kinerja secara sistematis dan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Laporan

Laporan Interim TW 12026
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1.2.

Kinerja berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik, sarana evaluasi capaian
sasaran strategis, serta dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan

berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Laporan Kinerja Interim Triwulan | Tahun 2026 Deputi
Bidang Penindakan disusun untuk menyajikan informasi mengenai capaian kinerja
program dan kegiatan, tingkat efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Deputi
Bidang Penindakan, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dan transparan.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai
kontribusi Deputi Bidang Penindakan dalam mendukung terwujudnya pengawasan
sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif serta penegakan hukum yang

berintegritas, serta perlindungan masyarakat yang optimal.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Deputi Bidang Penindakan merupakan strategi penguatan Badan POM dalam
menjawab tantangan penegakan hukum ke depan. Tujuan utama pembentukan Deputi
Bidang Penindakan adalah untuk menekan/mengendalikan/mengurangi kejahatan
sediaan farmasi dan pangan olahan melalui optimalisasi fungsi cegah tangkal, siber,
dan intelijen yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum melalui proses
penyidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Penindakan memiliki tugas, fungsi dan
kewenangan sebagai berikut:
a. Tugas Deputi Bidang Penindakan
Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan
Obat dan Makanan
b. Fungsi Deputi Bidang Penindakan
Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan
meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
c. Kewenangan Deputi Bidang Penindakan
Melakukan kegiatan cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana
tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan

pangan olahan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penyidikan
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yang didukung oleh proses intelijen dan siber serta aktivitas cegah tangkal yang

kuat.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Deputi Bidang Penindakan dituangkan

dalam proses bisnis sebagai berikut:

1.

Data/Informasi terkait pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan dapat

bersumber dari peringatan kewaspadaan dari lembaga nasional dan internasional,

pemberitaan media, tren hasil pengawasan obat dan makanan, tren putusan

pengadilan, tren temuan dan nilai ekonomi barang bukti. Kerawanan kejahatan

obat dan makanan, laporan masyarakat, pengembangan operasi/kegiatan

intelijen, dan pengembangan hasil penyidikan.

Informasi dari sumber-sumber tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 2

(dua) kategori yaitu:

a. Potensi kejahatan obat dan makanan, baik berupa kejahatan yang belum
terjadi maupun kejahatan yang belum terjadi secara masif.

b. Kejahatan Aktual Obat dan Makanan

Potensi kejahatan Obat dan Makanan akan ditindaklanjuti melalui proses

pencegahan, vyaitu dengan pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan

analisis/kajian  kerawanan kejahatan, dan penggalangan stakeholder.

Rekomendasi dari proses pencegahan dapat ditindaklanjuti melalui proses

pengawasan di Deputi Bidang Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor,

dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan, dan Kosmetik, serta Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan,

maupun operasi intelijen dan operasi siber.

Di samping potensi kejahatan, operasi intelijen dan operasi siber menindaklanjuti

kejahatan aktual obat dan makanan melalui proses gelar kasus untuk menentukan

tindak lanjut diantaranya:

a. Pengawasan (pembinaan dan pemberian sanksi administratif) sebagai tindak
lanjut kasus non pro justitia

b. Penyidikan (pendalaman informasi dan penyelesaian berkas perkara).

Lebih lanjut dari hasil kegiatan pengawasan dan penyidikan akan kembali menjadi

sumber informasi terhadap pengembangan selanjutnya terkait pelanggaran di

bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
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1.3.

Proses Bisnis

Deputi Bidang Penindakan
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Gambar 1. Proses Bisnis Deputi Bidang Penindakan

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Penindakan disusun berdasarkan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Deputi Bidang Penindakan terdiri dari 4 (empat) Direktorat yaitu:

1.

Direktorat Cegah Tangkal: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Obat dan Makanan.

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.

Direktorat Siber Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan: Melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta
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pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat

dan Makanan.

DEPUTI
BIDANG PENINDAKAN

\ T : I 1

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
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Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Penindakan

SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan human capital dalam
peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi Sumber Daya
Manusia (SDM) Aparatur di Deputi Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap
kinerja pengawasan Obat dan Makanan khususnya dalam penindakan kejahatan di
bidang Obat dan Makanan. Jumlah SDM Aparatur yang dimiliki oleh Deputi Bidang
Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 201 orang yang
tersebar di 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen
Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan
Obat dan Makanan.

1. Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan

POLRI |

Gambar 3. Data Pegawai pada Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026
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Berdasarkan grafik diatas dalam dilihat bahwa dari 201 orang pegawai, sebanyak
62,19% adalah PNS (125 orang), 21,39% (43 orang) adalah PPPK, 15,92% (32
orang) adalah CPNS, dan 0,50% (1 orang) dari Kepolisian Republik Indonesia.

2. Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026 Berdasarkan Jenis
Kelamin

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

oo, |
Laki-Laki m

0 20 40 60 80 100 120 140

Laki-Laki m Perempuan

Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Deputi
Bidang Penindakan Tahun 2026

Apabila dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada gambar diatas
bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 81 orang (40,30%)
dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 120 orang
(59,70%).

3. Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026 Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

Komposisi Pegawai Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

Profesi
18%
Apoteker
1%

51
56%
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Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Deputi
Bidang Penindakan Tahun 2026
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Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 orang (11,94%)
berpendidikan Diploma 3 (D3), 2 orang (1,00%) berpendidikan Diploma 4 (D4), 112
orang (55,72%) berpendidikan S1, 3 orang (1,49%) berpendidikan Apoteker, 36
orang (17,91%) Profesi, 24 orang berpendidikan S2 (11,94%).

4. Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026 Berdasarkan Jabatan

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
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Gambar 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Deputi Bidang
Penindakan Tahun 2026

Berdasarkan grafik diatas dari seluruh direktorat di Kedeputian Bidang Penindakan
Komposisi Jabatan Jabatan Fungsional sebanyak 197 orang (98,01%), dan Jabatan
Struktural sebanyak 4 orang (1,99%).

5. Data Pegawai Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026 Berdasarkan Usia

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
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Gambar 7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia pada Deputi Bidang
Penindakan Tahun 2026

Berdasarkan grafik diatas rata-rata usia pegawai diseluruh Kedeputian Bidang
Penindakan mulai dari 21-25 tahun sebanyak 23 orang, 26-41 tahun sebanyak 148
orang, dan 42-59 tahun sebanyak 30 orang.
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1.4. ISU STRATEGIS

1. Perkembangan Teknologi dan Pasar Digital

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan
peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah
menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) serta menyebabkan
perubahan sosial secara signifikan dan cepat!. Adanya globalisasi dan era
revolusi industri 4.0 juga dinilai mampu memperluas ruang gerak arus transaksi
barang dan jasa. Hal ini memberikan dampak terhadap berbagai aspek termasuk
perubahan pola belanja, pola konsumsi, serta pola distribusi produk barang dan
jasa termasuk Obat dan Makanan, terutama pada kegiatan jual beli yang
awalnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara
penjual dan pembeli, mulai bertransformasi menjadi kegiatan jual beli secara
digital.

Tahun 2022-2023 merupakan masa pemulihan perekonomian Indonesia setelah
sempat mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19. Hal ini juga berperan
terhadap perubahan dalam ekonomi digital Indonesia pada masa pemulihan,
khususnya dari sisi usaha e-commerce. Berdasarkan laporan We Are Social
dalam databoks (2024), makanan menempati urutan kedua sebagai produk yang
paling banyak dijual di e-commerce dengan nilai total belanja US$6,09 miliar
sepanjang 2023.2 Sementara itu untuk produk kecantikan menempati posisi
ketujuh dengan nilai total belanja US$1,56 miliar.

Potensi peredaran Obat dan Makanan pada platform e-commerce yang cukup
tinggi tersebut dapat memberikan berbagai dampak positif, terutama terhadap
pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Namun, pada lain sisi juga memberikan
peluang terhadap maraknya kejahatan-kejahatan dengan motif dan modus baru
yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan
hasil analisis strategis cegah tangkal oleh Badan POM dan SBM ITB melalui
pendekatan multiperspektif®, dalam isu teknologi peran media sosial sebagai
salah satu lini dalam mempromosikan dan menyebarkan Obat dan Makanan
yang pemerintah juga menjadi sorotan. Mudahnya akses informasi di kalangan
masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk

mengonsumsi Obat dan Makanan. Dalam merespon potensi peredaran Obat

! Moonti, R.M. 2019. Pengaruh Internet dan Implikasinya terhadap Perjanjian Jual Beli. Jakarta: Media Neliti.
2 https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d38b457c34929f3/ini-produk-
dengan-nilai-belanja-terbesar-di-e-commerce-indonesia-2023

3 Badan POM dan School of Business and Management ITB. 2023. Analisis Strategis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif. Jakarta: Badan POM dan School of Business and Management ITB.
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dan Makanan ilegal dalam pasar digital, potensi Artificial Intelligence (Al) sebagai
salah satu teknologi terbaru juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan

Obat dan Makanan di masa depan.

2. Dinamika Regulasi Penindakan Obat dan Makanan
Dinamika peraturan perundangan yang dikawal oleh Badan POM secara
langsung berpengaruh terhadap perubahan kebijakan dan pola pelaksanaan
penindakan di bidang Obat dan Makanan. Adanya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?,
penindakan Badan POM yang bertujuan memberikan kemudahan bagi
masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha
dari sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, telah mengubah ketentuan izin edar
menjadi perizinan berusaha, mengatur penggolongan kegiatan berusaha
berdasarkan risiko, serta memberikan pengecualian sanksi pidana terhadap
kegiatan berusaha berisiko rendah atau sedang. Di samping itu, penetapan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan®, telah mengubah
ketentuan pidana pada pelanggaran di bidang sediaan farmasi Tanpa Izin Edar
(TIE), Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Tanpa Keahlian dan Kewenangan
(TKK). Undang-undang ini juga mengatur penguatan kewenangan PPNS Badan
POM, terutama untuk melakukan penahanan dan penggeledahan dalam perkara

tindak pidana di bidang Kesehatan.

‘ UU Cipta Kerja ° UU Nomor 17 Tahun 2023 °

PeFU_b_ahan !(Pftentuan 1. Penguatan kewenangan PPNS (penahananbarang
perizinan (|Z|n _edar bukti,f an, danp tindakan

UU Nomor 36 menjadi perizinan pertama ditempat kejadian)
Tahun 2009 berusaha) 2. Petubahan sanksi pidanapada sediaan farmasi yang
tidak memenuhi standar
Tentang 3. Perubahan ketentuan pidanasediaanfarmasi tanpa
Kesehatan perizinanberusaha

4. Perubahan sanksi dan ketentuan pidana padapraktik
kefarmasian TKK

> > ____}

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
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n UU Cipta Kerja °

1. Perubahan ketentuan perizinan (izin edar menjadi
perizinan berusaha)
UU Nomor 18 2. Perubahan delik formil menjadi delik materil pada
Tahun 2012 beberapa pasal

3. Pengecualian pengenaan sanksi pidana pada
tentang Pangan pelanggaran oleh kegiatan berusaha berisiko
rendah/menengah

> ____}

Gambar 8. Perubahan Undang-Undang tentang Kesehatan dan Perubahan
Undang-Undang tentang Pangan

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan terbaru

menjadi tantangan strategis bagi penindakan di bidang Obat dan Makanan. Oleh

karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh PPNS

Badan POM dan persepsi yang sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH),

sehingga pelaksanaan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dapat

dilaksanakan secara optimal.

Kerja Sama dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 4
(empat) tahap yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan
eksekusi yang mana menuntut Deputi bidang Penindakan memperkuat jejaring
kerja sama dengan Criminal Justice System (CJS). Membangun dan memelihara
komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan
kemanusiaan sehingga kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang
memberikan efek jera perlu terus dilakukan. Penegakaan hukum terhadap
pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan
hanya terhadap masyarakat tetapi juga pelaku usaha yang legal sehingga
produknya memiliki daya saing dalam lingkup domestik dan internasional.
Sebagai upaya dalam merespon kejahatan Obat dan Makanan, di samping
membangun kerja sama dan kolaborasi dengan CJS, Deputi Bidang Penindakan
juga secara aktif menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi
terhadap integrated supply chain Obat dan Makanan. Penggalangan terhadap
organisasi profesi, instansi pemerintah, asosiasi dan pelaku usaha, akademisi
dan pakar, asosiasi dan komunitas masyarakat, serta pemangku kepentingan
lainnya menjadi program strategis dalam upaya mendukung ultimum remedium
dimana penindakan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan menjadi

upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah melalui proses asesmen
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komprehensif dan filter oleh fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber Obat dan

Makanan.

Ancaman Bioterorisme, Senjata Biologis, dan Rekayasa Genetika
Perkembangan pesat kemampuan manusia di bidang bioteknologi telah
memberikan keuntungan sekaligus menimbulkan tantangan serius di era
kehidupan sosial masyarakat yang semakiin maju. Ancaman bioterorisme,
senjata biologis dan rekayasa genetika di bidang Obat dan Makanan menjadi
tantangan serius yang harus diwaspadai karena berpotensi disalahgunakan
untuk tujuan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, ekonomi, dan
stabilitas nasional. Yang dimaksud dengan bioterorisme menurut Center for
Disease Control and Prevention (CDC) merupakan tindakan yang melibatkan
pelepasan virus, bakteri, atau racun dengan sengaja untuk membahayakan
manusia, hewan ternak, atau tanaman.® Seperti halnya bioterorisme, senjata
biologi menurut World Health Organization diartikan sebagai mikorrogranisme
seperti virus, bakteri, zamur atau zat beracun yang diproduksi oleh organisme
hidup dan dilepaskan secara sengaha untuk menyebabkan penyakit atau
kematian pada manusia, hewan, atau tumbuhan.” Sementara itu yang dimaksud
dengan rekayasa genetika adalah upaya untuk melakukan modifikasi terhadap
sifat organisme sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan gen dari spesies lain.
Kontroversi produk-produk hasil rekayasa genetika masih terus berlangsung,
berbagai isu global telah menjadikan produk hasil rekayasa genetika
menguntungkan sekaligus juga berbahaya bagi sebagian orang®. Dalam konteks
Obat dan Makanan, ancaman yang mungkin muncul dari kejahatan
Bioteororisme dalam Obat dan Makanan diantaranya:
a. Kontaminasi bahan baku obat atau makanan dengan agen biologis
berbahaya
b. Distribusi produk farmasi palsu yang mengandung mikroorganisme
pathogen
c. Penggunaan media sosial atau saluran informasi lain untuk menyebarkan
hoaks tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang bertujuan untuk

menciptakan kepanikan massal.

6

https://www.cdc.gov/anthrax/bioterrorism/index.html#:~:text=Bioterrorism%20involves%20intentionally
%?20releasing%20viruses,another%20anthrax%20attack%20might%20occur.

7 https://www.who.int/health-topics/biological-weapons#tab=tab_1

8 https://www.pom.go.id/berita/pangan-produk-rekayasa-genetika
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Lebih lanjut, potensi ancaman senjata biologis terhadap keamanan di bidang

Obat dan Makanan diantaranya:

a. Penciptaan obat-obatan berbasis senjata biologis yang dapat dengan mudah
diakses oleh kelompok kriminal.

b. Penggunaan teknologi farmasi untuk menyamarkan atau mengembangkan
senjata biologis yang sulit dideteksi.

c. Gangguan terhadap rantai pasokan bahan baku farmasi melalui serangan
biologis terhadap sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sumber
utama bahan baku obat.

Sementara itu, potensi penyalahgunaan bioteknologi atau rekayasa genetika

dalam kejahatan Obat dan Makanan, diantaranya:

a. Pengembangan mikroorganisme patogen yang lebih virulen untuk
mencemari produk makanan atau obat.

b. Produksi obat palsu yang mengandung bahan aktif hasil rekayasa genetika
yang belum teruji keamanannya.

c. Modifikasi organisme secara genetik untuk menurunkan kualitas produk

makanan atau meningkatkan toksisitasnya.

Integrasi Data Cegah Tangkal, Intelijen, Siber, dan Penyidikan Obat dan
Makanan pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP)

Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) mulai dibangun pada tahun 2017 dengan
modul pertama berupa peta rawan kasus (saat ini disebut sebagai peta
kerawanan kejahatan). Output dari modul tersebut adalah gambaran kerawanan
kejahatan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan proksi
atau faktor-faktor yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat penambahan
Modul Pelaporan Intelijen pada Aplikasi Dashboard Penindakan. Meskipun
berada pada aplikasi yang sama serta memiliki irisan informasi, aliran informasi
dan data pada kedua modul tersebut masih terpisah. Di luar aplikasi tersebut,
pada fungsi penindakan terdapat sistem pelaporan lain untuk laporan kemajuan
penyidikan dan penjejakan digital.

Dalam rangka peningkatan efektivitas fungsi penindakan, Deputi Bidang
Penindakan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun
2023 telah melakukan pengembangan ADP yang mengintegrasikan seluruh
pelaporan data di setiap unit yang ada di Deputi Bidang Penindakan.
Pengembangan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis di

lingkup pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga pemanfaatan sistem
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informasi pada fungsi penindakan baik cegah tangkal, siber, intelijen, maupun
penyidikan dapat berjalan dengan efisien.

Namun, meskipun pengembangan ADP terintegrasi telah dilakukan pada tahun
2024, tantangan masih terus dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan
anggaran dan adanya gangguan pada sistem/server nasional. Tantangan-
tantangan ini memengaruhi kelancaran operasionalisasi aplikasi, yang
berdampak pada belum optimalnya proses pengembangan serta belum
tercapainya kinerja penindakan yang diharapkan. Hal ini tidak hanya
memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi penindakan di tingkat pusat, tetapi
juga memengaruhi kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang turut bergantung

pada pemanfaatan aplikasi untuk memperlancar pelaporan dan pemantauan.

Aspek Strategis Deputi Bidang Penindakan berdasarkan Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputi Bidang
Penindakan menggunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi
permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua
faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor
lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor
eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan
melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta
berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan
kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

selama jangka waktu tertentu.

SWOT ANALYSIS

-

5
1 Komitmen kepemimpinan yang | | 1Kelembagaan dan susunan | | LPertumbuhan  pasar  dan | | LE-commerce dan kejahatan
kuat Organisasl BPOM yang belum peningkatan  daya  saing siher di bidang obat dan

in makanan

2 Dinamika pasar yang cepat

2Kerjasama lintas sektor dan
Jaringan kerjasama yang solid
3 kompetensi

peningkatan
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Gambar 9. Analisis SWOT Deputi Bidang Penindakan
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Berdasarkan hasil analisis tersebut, Deputi Bidang Penindakan merumuskan
strategi melalui kombinasi elemen S, W, O, dan T guna mewujudkan visi dan
misi Badan POM periode 2025-2029. Strategi komprehensif ini bertujuan
mengoptimalkan keunggulan kompetitif organisasi sekaligus memitigasi risiko
strategis yang muncul di masa mendatang.

Deputi Bidang Penindakan memiliki kekuatan utama pada komitmen
kepemimpinan yang kuat yang mampu membangun budaya kerja berintegritas.
Kekuatan ini didukung oleh sinergi lintas sektor yang solid bersama TNI, Polri,
dan BIN, serta kompetensi teknis SDM di bidang intelijen dan penyidikan.
Pemanfaatan teknologi seperti Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) dan
infrastruktur modern, termasuk laboratorium forensik digital terakreditasi 1SO
17025:2017, menjadi pilar efektivitas penindakan. Namun, masih terdapat
kelemahan internal berupa kesenjangan jumlah SDM yang belum mencapai
angka ideal, distribusi personel yang tidak merata antara pusat dan daerah, serta
keterbatasan anggaran yang menghambat modernisasi teknologi dan
pengembangan kompetensi berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya
data belum optimal karena masih cenderung bersifat reaktif.

Peluang strategis terbuka melalui pertumbuhan pasar digital dan globalisasi
yang memungkinkan BPOM menjadi mitra strategis industri dalam
pendampingan kepatuhan. Akselerasi digitalisasi proses bisnis dan peningkatan
kesadaran masyarakat untuk melaporkan produk ilegal melalui platform digital
juga memperkuat sistem pengawasan berbasis publik. Dukungan regulasi yang
kuat, seperti Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan, serta
kerja sama internasional melalui skema KPBU semakin memperluas ruang
lingkup penindakan. Meskipun demikian, ancaman serius muncul dari maraknya
kejahatan siber di platform e-commerce, dinamika pasar yang sangat cepat,
serta risiko bioterorisme dan krisis kesehatan global. Adanya intervensi terhadap
petugas serta munculnya modus kejahatan baru yang semakin sistematis
menuntut Deputi Bidang Penindakan untuk terus berinovasi dalam strategi

pengawasan dan perlindungan hukum bagi petugas di lapangan.
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BAB Il PERENCANAAN KINERJA

2.1.

211

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perencanaan Kinerja pada tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen-dokumen
yang terkait dengan perencanaan, termasuk didalamnya meliputi dokumen rencana
strategis (Renstra) BPOM tahun 2025-2029 melalui Peraturan Badan POM Nomor
28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2025-2029 dan rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Penindakan tahun
2025-2029 melalui  Keputusan  Deputi Bidang Penindakan  Nomor
HK.02.02.06.12.25.15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang
Penindakan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis BPOM merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka
menengah (5 tahun) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM yang disusun
dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh
karena itu penyusunan rencana strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025-
2029 mengacu sekaligus mendukung dokumen Renstra BPOM Tahun 2025-2029.

Visi

BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025- 2029. Visi ini merupakan
pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM
dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan
masyarakat Indonesia. Dalam penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi
Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia
Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang
diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung
masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas
2045”. Visi BPOM Tahun 2025-2029 tersebut mengandung beberapa aspek penting
yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi, diantaranya:

A) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman

B) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Bermutu

C) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing

D) Masyarakat Sehat dan Sejahtera

Berdasarkan aspek-aspek penting tersebut dapat diketahui bahwa adanya komitmen

Badan POM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui
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2.1.2

pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan
berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka
peningkatan daya saing. Sehingga diharapkan Deputi Bidang Penindakan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas dan fungsinya bagi
keberhasilan pencapaian visi BPOM 2025-2029.

Misi

BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi untuk mewujudkan visi di atas, Misi BPOM

tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sedian Farmasi dan Pangan Olahan serta

penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap
peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan
mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri melainkan
mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta
penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan
secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam
menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi
yang produktif dan berdaya saing.
BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga
mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif
BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM,
dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan
dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan
keamanan produk yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi
nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku
kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang
dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan
tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif

masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui
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kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya
menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan
masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi
konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk
memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance
dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola
yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus
berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap
muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan
birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang
tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan

pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Penindakan melekat dan mendukung

pelaksanaan Misi BPOM poin 1 dan 4.

Tujuan

BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan

tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang

ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, berikut adalah tujuan BPOM untuk periode
2025-2029:

1.

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:
Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan semua produk
sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar
keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam
perlindungan kesehatan publik da penjaminan akses masyarakat terhadap
produk yang aman dan berkualitas.

Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya
memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi

konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat
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keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan
farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan
dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya
dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan
UMKM di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM berupaya
memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi
persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing
industri dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi
masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui
pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat
membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta
Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus
memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi dengan menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang
berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat

kemampuan BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputi Bidang
Penindakan melaksanakan tujuan strategis yang diturunkan oleh Tujuan BPOM
untuk periode 2025-2029. Tujuan BPOM yang diamanatkan kepada Deputi

Bidang Penindakan adalah Tujuan Nomor 4 dan 5.

Sasaran Strategis
Sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi dan fungsi Deputi Bidang
Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya Deputi Bidang Penindakan merumuskan sejumlah Sasaran Program untuk
periode 2025-2029.
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Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang

Penindakan

NO.

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR SASARAN PROGRAM

1 Keberhasilan Penyidikan
Kejahatan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan

Pangan Olahan

Persentase Keberhasilan Penyidikan
Kejahatan Sediaan Farmasi dan

2 Deteksi Kejahatan di Bidang
Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Optimal

Persentase Rekomendasi Deteksi
Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang Optimal

Prima

3 Terwujudnya Tata kelola
Pemerintahan Serta Pelayanan
Publik Unit Organisasi yang

Penindakan

Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang

Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan

Penindakan

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang

Indeks Manajemen Risiko Deputi
Bidang Penindakan

Setiap Sasaran Program ini secara langsung terkait dengan rncana strategis yang

telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Deputi Bidang

Penindakan dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang

ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi

Tabel 2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

MISI BPOM TUJUAN DEPUTI SASARAN SASARAN
BIDANG STRATEGIS PROGRAM
PENINDAKAN
Meningkatkan Terwujudnya Terwujudnya Keberhasilan

efektivitas

pengawasan
Sediaan  Farmasi
dan Pangan Olahan
serta  penindakan

kejahatan Sediaan

Farmasi dan
Pangan Olahan
melalui  kolaborasi

pemerintah, pelaku

Perlindungan
Masyarakat dari
Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan

Olahan

Indikator:
Efektivitas

Penegakan Hukum

Indeks

Penegakan Hukum

yang
terhadap Kejahatan

Berkeadilan
Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan

Indikator:
Indeks  Efektivitas
Penegakan Hukum

Kejahatan Sediaan

Penyidikan Kejahatan
Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan

Indikator :
Persentase
Keberhasilan
Penyidikan Kejahatan
Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan.
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MISI BPOM TUJUAN DEPUTI SASARAN SASARAN
BIDANG STRATEGIS PROGRAM
PENINDAKAN
usaha, dan | Kejahatan Sediaan | Farmasi dan | Deteksi Kejahatan di
Masyarakat Farmasi dan Pangan | Pangan Olahan. Bidang Sediaan
Farmasi dan Pangan
Olahan yang Optimal
Indikator:
Persentase
Rekomendasi Deteksi
Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan
Olahan yang Optimal
Pengelolaan Terwujudnya Terwujudnya Terwujudnya Tata
pemerintahan yang | Organisasi yang | Birokrasi yang | kelola Pemerintahan
bersih, efektif, dan | Profesional, Adaptif, | Efektif, Serta Pelayanan
terpercaya untuk | Efektif dan Efisien | Berintegritas, Publik Unit
memberikan serta Layanan | Kolaboratif dan | Organisasi yang
pelayanan publik | Publik yang Prima Adaptif untuk | Prima
yang prima di Pelayanan  Publik
bidang Sediaan | Indikator: yang Prima Indikator :
Farmasi dan | Indeks RB Deputi 1. Nilai
Pangan Olahan Bidang Penindakan | Indikator : Pembangunan ZI
Indeks RB Deputi Deputi Bidang
Bidang Penindakan Penindakan

2. Nilai AKIP Deputi
Bidang
Penindakan

3. Nilai
Anggaran Deputi

Kinerja

Bidang

Penindakan
4. Indeks

Manajemen

Risiko Deputi
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2.2,

MISI BPOM TUJUAN DEPUTI SASARAN SASARAN
BIDANG STRATEGIS PROGRAM
PENINDAKAN
Bidang
Penindakan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Badan Pengawas
Obat dan Makanan dan Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan dalam dokumen
Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Perencanaan Kinerja tersebut
didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Dokumen tersebut
secara tidak langsung merupakan turunan dari Rencana Strategis yang berjangka
waktu 1 (satu) tahun. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukan Rencana Kinerja
Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026 yang telah ditetapkan tanggal 8 Oktober 2025
melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Penindakan Nomor HK.02.01.6.10.25.14

Tahun 2025:

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

Deputi Bidang Penindakan

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN TARGET
PROGRAM
1 Keberhasilan Penyidikan Persentase Keberhasilan
Kejahatan Sediaan Farmasi | Penyidikan Kejahatan 75
dan Pangan Olahan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan
2 Deteksi Kejahatan di Bidang | Persentase Rekomendasi
Sediaan Farmasi dan Deteksi Kejahatan Sediaan 76
Pangan Olahan yang Farmasi dan Pangan Olahan
Optimal yang Optimal
3 Terwujudnya Tata kelola Nilai Pembangunan ZI Deputi 86.4
Pemerintahan serta Bidang Penindakan ’
pelayanan publik Unit Nilai AKIP Deputi Bidang
Organisasi yang prima Penindakan 76,77
Nilai Kinerja Anggaran Deputi 5
Bidang Penindakan
Indeks Manajemen Risiko 3,05
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2.3.

PERJANJIAN KINERJA (PK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan

kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu

capaian kinerja program dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta

indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian yang berupa hasil

kegiatan (output) maupun manfaat (outcome).

Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 adalah Rencana Kinerja Tahunan

2026 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2026

yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2026 adalah

sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

No

Sasaran Program

Keberhasilan Penyidikan
Kejahatan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan

Deteksi Kejahatan di Bidang
Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Optimal

Terwujudnya Tata kelola
Pemerintahan serta
pelayanan publik Unit

Organisasi yang prima

Kode
IKSP

IKSP 1

IKSP 2

IKSP 3

IKSP 4

IKSP 5

IKSP 6

Indikator Kinerja

Persentase Keberhasilan
Penyidikan Kejahatan
Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan

Persentase

Rekomendasi Deteksi
Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan

Olahan yang Optimal

Nilai Pembangunan ZI
Deputi Bidang
Penindakan

Nilai AKIP Deputi Bidang
Penindakan

Nilai Kinerja Anggaran
Deputi Bidang
Penindakan
Indeks Manajemen
Risiko Deputi Bidang
Penindakan

Target

87.1

77.88

86.4

75

2.91

*) PK tanggal 26 Februari 2026
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2.4.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan langkah-langkah operasional

yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target serta

realisasi per triwulan untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan

berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan

Tahun 2026
Sasaran Indikator Target Anggaran
No
Program Kinerja B0O3 B06 B09 BO7 (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1  Keberhasilan Persentase
Penyidikan Keberhasilan
Kejahatan Penyidikan
Sediaan Kejahatan 30 45 70 87.1 3,601,455,000
Farmasi dan Sediaan Farmasi
Pangan dan Pangan
Olahan Olahan
2  Deteksi Persentase
Kejahatan di Rekomendasi
Bidang Deteksi
i Kejah
Sediaan ejahatan . 443 58 703 77.88 9,983,179,000
Farmasi dan Sediaan Farmasi
Pangan dan Pangan
Olahan yang Olahan yang
Optimal Optimal
3 Nilai
Pembangunan Z|
_ Unit Deputi 86.4 77,616,000
Terwujudnya Bidan
Tata kelola . g
i Penindakan
Pemerintahan
serta Nilai AKIP Deputi
pelayanan Bidang 75 77,616,000
publik Unit Penindakan
gﬁ;rgfif:; Nilai Kinerja
A.nggaran Deputi 3 77,616,000
Bidang
Penindakan

Laporan Interim TW 12026
Deputi Bidang Penindakan



Sasaran Indikator Target Anggaran

Program Kinerja B03 B06 B09 BO7 (Rupiah)
(2) 3) (4) () (6) (7) (8)

Indeks

Manajemen

Risiko Deputi 29.1 77,616,000
Bidang

Penindakan

*) RAPK tanggal 26 Februari 2026

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian
kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2026. Deputi Bidang Penindakan mendapat
dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp 13.895.098.000 (Tiga Belas Milyar
Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang
digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan utama sebagaimana tertuang
dalam Perjanjian Kinerja 2026. Dari total anggaran Deputi Bidang Penindakan
tersebut, rincian untuk masing-masing direktorat adalah sebagai berikut sesuai

dengan Perjanjian Kinerja 2026:

Tabel 6. Anggaran pada Direktorat di Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

No Unit Anggaran 2026 (Rupiah)
1 Direktorat Cegah Tangkal 3,315,753,000
Direktorat Intelijen Obat dan
2 2,723,585,000
Makan
Direktorat Penyidikan Obat dan
3 3,601,455,000
Makanan
Direktorat Siber Obat dan
4 4,254,305,000
Makanan
TOTAL 13,895,098,000
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2.5.

PERBANDINGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Penindakan

NO. SASARAN INDIKATOR TARGET | TARGET | TARGET
PROGRAM SASARAN RENSTRA RKT PK
PROGRAM
1 Keberhasilan Persentase Keberhasilan
Penyidikan Penyidikan Kejahatan
Kejahatan Sediaan | Sediaan Farmasi dan 75 75 87.1
Farmasi dan Pangan Olahan
Pangan Olahan
2 Deteksi Kejahatan | Persentase
di Bidang Sediaan | Rekomendasi Deteksi
Farmasi dan Kejahatan Sediaan 76 76 77.88
Pangan Olahan Farmasi dan Pangan
yang Optimal Olahan yang Optimal
3 Terwujudnya Tata | Nilai Pembangunan ZI
kelola Deputi Bidang 86,4 86,4 86.4
Pemerintahan Penindakan
serta pelayanan o o
publik Unit 'F\f!i'i rﬁg;:ep“t' Bidang | 7677 76,77 75
Organisasi yang
prima Nilai Kinerja Anggaran
Deputi Bidang 5 5 3
Penindakan
Indeks Manajemen
Risiko Deputi Bidang 3,05 3,05 2.9

Jika dilihat dari tabel di atas, terdapat perbedaan target antara Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Adapun

justifikasinya sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan memiliki target pada dokumen Renstra dan RKT sebesar 75.

Namun, berdasarkan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 yang mencapai 87,1,

target pada Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan sebesar 87,1 sebagai bentuk

penyesuaian terhadap capaian kinerja aktual tahun sebelumnya.

2. Indikator Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan yang Optimal memiliki target pada dokumen Renstra dan RKT

sebesar 76. Namun, berdasarkan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 yang

mencapai 77,11, target pada Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan sebesar 77,88

sebagai bentuk penyesuaian target dalam rangka mendorong peningkatan

capaian kinerja secara lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya.
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2.6.

Nilai Pembangunan Z| Deputi Bidang Penindakan, masih selaras antara Renstra,
RKT dan PK.

Indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan memiliki target pada dokumen
Renstra dan RKT sebesar 76,77. Namun, berdasarkan realisasi capaian kinerja
Tahun 2025 yang mencapai 74,92, target pada Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan
sebesar 75 sebagai bentuk penyesuaian yang mempertimbangkan capaian aktual
tahun sebelumnya serta upaya peningkatan kinerja secara bertahap dan realistis.
Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan memiliki target pada
dokumen Renstra dan RKT sebesar 5. Namun, berdasarkan realisasi capaian
kinerja Tahun 2025 yang mencapai 3, target pada Perjanjian Kinerja (PK)
ditetapkan sebesar 3 sebagai bentuk penyesuaian terhadap capaian kinerja aktual
tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pencapaian
kinerja yang realistis.

Indikator Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan memiliki target
pada dokumen Renstra dan RKT sebesar 3,05. Namun, berdasarkan realisasi
capaian kinerja Tahun 2025 yang mencapai 2,906, target pada Perjanjian Kinerja
(PK) ditetapkan sebesar 2,91 sebagai bentuk penyesuaian terhadap capaian
aktual tahun sebelumnya serta mempertimbangkan upaya peningkatan kinerja

secara bertahap dan realistis.

PENGUKURAN KINERJA

Untuk memperoleh capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi

dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator

kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai
berikut:

a.

b.

Normalisasi capaian indikator kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan

kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian indikator kinerja sebagaimana

ketentuan berikut:

1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi
110%; dan

2) Jika capaian kinerja setiap indikator <110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 7. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori Capaian IK Notifikasi Warna

Tidak Dapat Disimpulkan >110% O
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Sangat Baik 100% < x < 110% O
Baik 90% < x < 100% O
Cukup 60% < x < 90% O
Kurang <60% .

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a.

NKO Periodik

NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO
periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu
yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki
capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk

menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

NKO Periodik = Total Capaian PK (4)/Jumlah Indikator Kinerja yang

memiliki Capaian Kinerja

Perhitungan NKO periodik dilakukan pada aplikasi SIMETRIS menu e-
performance.
NKO Tahunan
NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun
anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi)
predikat kinerja tahunan pegawai.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO
tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:
1) Capaian Perjanjian Kinerja
Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja
unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil
evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada
seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam

Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja

Laporan Interim TW 12026
Deputi Bidang Penindakan



yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Perhitungan

NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 8. Perhitungan NKO Tahunan

Normalisasi | Koreksi Nilai Akhir
Capaian PK | Normalisasi | Capaian
Indokator o _ D Capaian PK | PK (3)
No | Sasaran o Target | Realisasi | Capaian
Kinerja Berdasarkan | {(1)x(100%-
Predikat (2))x100)
AKIP (2)
1
2

Total Capaian PK (4)

Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)

Predikat NKO (6)

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang;

3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:
Tabel 9. Predikat NKO

Predikat NKO | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Notifikasi Warna
Istimewa >100% .

Baik 80% < x < 100% .

Butuh 60% < x < 80% O

Perbaikan

Kurang 20% < x < 60% O

Sangat Kurang 0% < x < 20% .

Merujuk pada Keputusan Deputi Bidang Penindakan BPOM RI Nomor

HK.02.01.6.61.07.23.08 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan
disebutkan bahwa pelaksanaan pengumpulan data kinerja di lingkungan Deputi
Bidang Penindakan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh masing-masing
penanggung jawab pada setiap unit kerja. Sementara itu, pimpinan unit eselon Il

bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan. Lebih lanjut, berikut
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mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka monitoring dan dan evaluasi

kinerja Deputi Bidang Penindakan:

1.

Tim SAKIP melakukan perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada
setiap tanggal 1 triwulan berikutnya

Penanggung jawab dari masing-masing unit kerja mengumpulkan data
realisasi/capaian anggaran dan kinerja sampai dengan tanggal 5 triwulan
berikutnya

Sekretaris Deputi Bidang Penindakan kemudian akan melakukan verifikasi dan
validasi data dalam periode waktu tanggal 10 — 11 triwulan berikutnya. Apabila
data tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada penanggung jawab masing-
masing unit kerja untuk melakukan perbaikan data.

Setelah data lengkap, maka Tim SAKIP akan melakukan monitoring dan evaluasi
capaian anggaran dan kinerja dalam kurun waktu tanggal 12 — 14 triwulan
berikutnya.

Terakhir, Tim SAKIP akan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi,
meliputi:

a. Laporan Evaluasi Internal (tanggal 15 triwulan berikutnya)

b. LAKIP Interim (tanggal 20 triwulan berikutnya)

c. LAKIP Tahunan (tanggal 20 Februari tahun berikutnya)
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AKUNTABILIT
'KINERJA

Capaian Kinerja

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
Pemanfaatan Informasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya




3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan | Tahun 2026 untuk setiap

sasaran strategis terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10. Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan | Tahun 2026

. Capaian Normalisasi
No. gasaran In(_ilkat_or farest Realisasi fargst Kinerl':;a TWI Capaian
rogram Kinerja 2026 TW I ° L
(%) Kinerja
1. |Keberhasilan |Persentase
Penyidikan Keberhasilan
Kejahatan Penyidikan
Sediaan Kejahatan 87.1 19.58 30 65.27 65.27
Farmasi dan Sediaan
Pangan Olahan|Farmasi dan
Pangan Olahan
2. |Deteksi Persentase
Kejahatan di Rekomendasi
Bidang Deteksi
Sediaan Kejahatan 77.88 | 4825 44.3 108.92 108.92
Farmasi dan Sediaan
Pangan Olahan |Farmasi dan
yang Optimal |Pangan Olahan
yang Optimal
3. | Terwujudnya Nilai
Tata Kelola Pembangunan
pemerintahan |7 Deputi 86.4 _ - - -
dan pelayanan Bidang
%Ub“k.un't. Penindakan
rganisasi T
yang prma |Nilai AKIP
Deputi Bidang 75 - - - -
Penindakan
Nilai Kinerja
Anggaran 3 ) i i i
Deputi Bidang
Penindakan
Indeks
Manajemen
Risiko Deputi 2.91 - - - -
Bidang
Penindakan
TOTAL NILAI NKO 87.10%
PREDIKAT NKO BAIK

NOTIFIKASI WARNA
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Sejalan dengan data pada tabel di atas, berikut capaian sasaran strategis Deputi

Bidang Penindakan yang tercantum pada aplikasi SIMETRIS:

NKO Pagu Realisasi Anggaran Capaian

§7.10% Rp 210,147,902,000 Rp 112,518,384,478 53.54
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Gambar 10. Capaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Penindakan dalam
Aplikasi SIMETRIS

3.1.1. Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran Program Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan pada Deputi Bidang Penindakan diukur dengan Indikator
Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan. Pada Triwulan | tahun 2026, terhadap indikator ini dibebankan
target sebesar 30%. Adapun realisasi dari pencapaian indikator ini pada
Triwulan | tahun 2026 sebesar 19,58% sehingga nilai pencapaian sasaran

program ini sebesar:

19,38
X

% Capaian= 0

100%=65,27%
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026

Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan |

Tahun 2026

Sasaran Indikator  Target Realisasi Capaian Kriteria
Program Kinerja TWI TWI (%)
Keberhasilan Persentase
Penyidikan Keberhasilan
Kejahatan Penyidikan
Sedlaan_ Ke@hatan 30 19,58 65,27
Farmasidan Sediaan
Pangan Farmasi dan
Olahan Pangan

Olahan
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk
sasaran program “Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan” pada Triwulan | Tahun 2026 sebesar 19,58 terhadap
target Triwulan | yaitu sebesar 30, dengan capaian sebesar 65,27 % yaitu
termasuk kategori “Cukup”.

Berikut capaian indikator kinerja sasaran program Keberhasilan Penyidikan

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada aplikasi SIMETRIS:

CAPAIAN

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN DINORMALISASI

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Triwulan | Triwulan II Triwulan lli Triwulan IV

T R C T R|C | T R | C T R C
30 | 19,58 | 65,27 | - - - - - - - - -
Cukup

Keterangan : T =Target; R = Realisasi; C = % Capaian

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa saat ini merupakan periode
awal yaitu Triwulan I, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan
realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya. Perbandingan baru dapat

dilakukan setelah tersedia data realisasi pada Triwulan II.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap Target 2026

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 terhadap

Target Tahun 2026
Sasaran Indikator 1279 Realisa Ca?]ala Kategori
Program Kinerja 2026 SiTWI (%) °

Laporan Interim TW 12026
Deputi Bidang Penindakan



Keberhasila
n
Penyidikan
Kejahatan
Sediaan
Farmasi
dan

Pangan
Olahan

Persentase
Keberhasila
n
Penyidikan
Kejahatan
Sediaan
Farmasi
dan

Pangan
Olahan

87,1

19,58

22,47

Perlu
Upaya
Keras

. Analisis

Berdasarkan tabel di atas dapat diliat bahwa realisasi indikator kinerja
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan pada Triwulan | tahun 2026 sebesar 19,58 dengan capaian
22,47% dari target Tahun 2026 yaitu sebesar 87,1, dengan kategori Perlu
Upaya Keras.

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada Triwulan |, target indikator Keberhasilan Penyidikan Kejahatan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak tercapai karena terdapat
pemotongan anggaran, sehingga unit kerja masih dalam proses penentuan
prioritas pelaksanaan penindakan terhadap suatu kasus. Pemotongan
anggaran tersebut menyebabkan harus dilakukannya penyesuaian target
perkara, yang semula target awalnya adalah 197 perkara menjadi 115
perkara. Namun demikian, usulan penyesuaian tersebut belum dapat
disahkan, karena menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, sehingga dalam perhitungan
Berikut

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline

masih menggunakan target Ilama. merupakan matriks

penyelesaian yaitu sebagai berikut:

Tabel 14. Matriks Rekomendasi Triwulan |

Apakah
sudah Peri
Rencana Tim dikelol stiw
Indikator Kendala / Permasalahan Rekon'.nenda Tindak elin a K.o.de a
si R Risiko . .
Lanjut e sebaga Risi
i risiko ko
(Yrm)
2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase Target indikator keberhasilan Melakukan Melakukan
Keberhasilan tidak tercapai karena terdapat revisi monitoring
. w T - -
Penyidikan pemotongan anggaran yang terhadap terhadap "
Kejahatan menyebabkan penyesuaian target usulan
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Apakah
sudah Peri
Rencana Tim dikelol stiw
Indikator Kendala / Permasalahan Rekon.1enda Tindak elin a K.ofje a
si . Risiko . -
Lanjut e sebaga Risi
i risiko ko
(Yrm)
Sediaan (target awal 197 perkara menjadi perkara penyesuaia 20
Farmasi dan perkara 115). Namun demikian sesuai n target 26
Pangan usulan penyesuaian tersebut dengan DJA.
Olahan belum dapat disahkan, pemotonga
menunggu persetujuan dari DJA n
sehingga dalam perhitungan anggaran.
masih menggunakan target
lama.

E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1.

Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah kegiatan operasi penindakan dan perkara naik menjadi pro
justitia akan dilakukan penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Badan
POM beserta petugas penindakan lainnya. Kegiatan penyelesaian
berkas perkara terdiri atas tahapan sebagai berikut:

e Gelar Perkara (penerbitan SPDP)

o Pemanggilan dan pemeriksaan saksi

o Gelar Perkara (penetapan tersangka)

o Pemeriksaan tersangka

e Penyerahan berkas perkara (Tahap I)

e Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap Il)

e Penangkapan dan Penahanan (jika diperlukan)

Sampai dengan akhir Triwulan |, jumlah posisi terakhir perkara nasional
pada tahun berjalan adalah: 11 perkara SPDP, 1 perkara Tahap |, dan
3 perkara P19. Selain penyelesaian berkas perkara pada tahun
berjalan, terdapat juga penyelesaian berkas terhadap perkara carry

over.

Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang Obat dan
Makanan

Pada aspek pengumpulan data dan informasi tindak pidana di bidang
obat dan makanan. Pendalaman informasi pada Trwiulan | telah

dilaksanakan di berbagai wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan,
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Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Bogor. Dari kegiatan tersebut
terdapat temuan beberapa komoditi yaitu Obat Bahan Alam (OBA),
Obat, Kosmetik dan Sediaan Farmasi. Hasil pendalaman informasi
menunjukkan adanya dugaan pelanggaran seperti Tidak Memenuhi
Syarat (TMS), Tanpa lzin Edar (TIE), Tanpa Keahlian Kewenangan
(TKK) dan Obat-obat Tertentu (OOT). Keberagaman jenis komoditi dan
lokasi temuan mencerminkan bahwa kegiatan penyidikan berjalan
secara aktif dan menjangkau berbagai titik rawan pelanggaran. Hal ini
menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
karena menyediakan data awal yang akurat dan relevan sebagai dasar

pelaksanaan penyidikan.

3. Pendampingan terhadap UPT

Kegiatan pendampingan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah
dilaksanakan secara intensif di berbagai wilayah, meliputi Balai POM di
Sofifi, BBPOM di Medan, Balai POM di Surakarta, Balai POM di Ambon,
BBPOM di Semarang, Balai POM di Banyumas, BBPOM di Lampung,
Balai POM di Bogor, BBPOM di Padang, dan BBPOM di Jakarta. Pada
Triwulan | menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam
keseragaman pelaksanaan penyidikan di tingkat pusat dan daerah,
kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja melalui
penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, serta
percepatan penanganan kasus di daerah.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada
periode ini didukung oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan
pengumpulan data dan informasi serta pendampingan UPT yang
memperkuat aspek teknis dan koordinatif penyidikan. Namun demikian,
masih adanya penyelesaian perkara carry over menjadi faktor
penghambat yang perlu diantisipasi melalui langkah percepatan dan
strategi penyelesaian yang lebih efektif, agar tidak berdampak pada

pencapaian target kinerja pada periode berikutnya.

3.1.2. Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang
Optimal
Sasaran Program Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Oprimal pada Deputi Bidang Penindakan diukur dengan indikator

kinerja Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan
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Pangan Olahan yang Optimal. Pada Triwulan | Tahun 2026 terhadap indikator
ini menetapkan target sebesar 44,3%. Adapun Realisasi dari indikator ini pada
Triwulan | Tahun 2026 sebesar 48,25% sehingga nilai pencapaian sasaran

program ini sebesar:

% Capaian: ~=x100% = 108,92%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Kriteria
Program Kinerja TWI TWI (%)

Deteksi Persentase

Kejahatan Rekomendasi

di Bidang Deteksi

Sediaan Kejahatan

Farmasi  Sediaan 443 4825 108,92

dan Farmasi dan

Pangan Pangan
Olahan Olahan yang
yang Optimal
Optimal

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja untuk
sasaran program “Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang Optimal” pada Triwulan | Tahun 2026 sebesar 48,25
terhadap target Triwulan | yaitu sebesar 44,3, dengan capaian sebesar

108,92 % yaitu termasuk kategori “Sangat Baik”.

Berikut capaian indikator kinerja sasaran program Deteksi Kejahatan di
Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal pada aplikasi

SIMETRIS:

10892% 10892%

Gambar 11. Capaian Sasaran Program Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal dalam Aplikasi SIMETRIS
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B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1l Triwulan IV
T R C T R C T R C T R C
443 | 48,25 | 108,92 | - - - - - - - - -

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa saat ini merupakan periode

awal yaitu Triwulan |, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan
realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya. Perbandingan baru dapat

dilakukan setelah tersedia data realisasi pada Triwulan Il.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap Target 2026

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap

Target 2026
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Katedori
Program Kinerja 2026 TW I (%) 9
. Persentase

De_tek3| . Rekomenda
Kejahatan di . .
Bidan si Deteksi
Sediagn Kejahatan
Farmasi dan Sediaan 77,8 48,25 61,95
Pangan Farmasi dan Perlu Upaya
Olahan yang g?;r?:r?yang Keras
Optimal Optimal

Berdasarkan tabel di atas dapat diliat bahwa realisasi indikator kinerja
Deteksi
Pangan Olahan yang Optimal pada Triwulan | tahun 2026 sebesar 48,25

Persentase Rekomendasi Kejahatan Sediaan Farmasi dan
dengan capaian 61,95% dari target Tahun 2026 yaitu sebesar 77,8, dengan
kategori Perlu Upaya Keras.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja

1. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
Upaya deteksi dini melalui pelaksanaan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan
siber telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan selaras dengan

rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada
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E.

kerangka kerja yang terstruktur, sehingga mendukung ketercapaian target
kinerja.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas serta memastikan optimalisasi
pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin
melalui penyelenggaraan rapat internal, baik pada tingkat kedeputian
maupun direktorat. Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan
pengendalian untuk memastikan setiap program berjalan sesuai arah
kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui mekanisme tersebut, berbagai perkembangan, tantangan, serta
kebutuhan tindak lanjut dapat diidentifikasi secara lebih dini dan
komprehensif. Dengan demikian, langkah-langkah korektif maupun
strategis dapat segera dirumuskan dan diimplementasikan untuk menjaga
keberlanjutan pelaksanaan program serta memastikan ketepatan

pencapaian sasaran program.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Seiring dengan tercapainya target kinerja Triwulan | Tahun 2026,
penyempurnaan kinerja ke depan sangat diperlukan untuk memastikan
peningkatan kinerja pada indikator Persentase Rekomendasi Deteksi
Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, antara lain
melalui pelaksanaan pemantauan secara rutin terhadap setiap kegiatan
atau program yang berjalan guna memastikan seluruh tahapan terlaksana
sesuai rencana, sehingga pencapaian target pada periode triwulan-triwulan

selanjutnya dapat tercapai secara optimal.

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Deklarasi Komitmen Bersama dan Pencanangan Program Perkuatan
Penanganan Obat dan Makanan Palsu.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026, dilaksanakan secara
hybrid dengan peserta dari kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha,
organisasi profesi, akademisi dan media serta internal BPOM di seluruh
Indonesia. Seperti perwakilan asosiasi pelaku usaha yaitu GAPMMI,
Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Direktur Jenderal Kekayaan
Intelektual. Kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku

kepentingan yang terlibat menyatakan komitmen bersama dalam

Laporan Interim TW 12026
Deputi Bidang Penindakan



mendukung upaya pencegahan dan penanganan peredaran Obat dan

Makanan palsu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

oYM

DENGAN ASOSISASI PELAKU USAHA OBAT,
T BIEN RIAYI, SUPLE KESIRATAN,
CGT BEGAN Y SUPLENGH (ESRQ

OSSETIKONN NG RN 5

Gambar 12. Dokumentasi Deklarasi Komitmen Bersama dan
Pencanangan Program Perkuatan Penanganan Obat dan Makanan

Palsu

2. Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Cegah Tangkal UPT di Wilayah Jawa
Timur dan Bali
Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan kegiatan supervisi
pelaksanaan kegiatan cegah tangkal UPT di wilayah Jawa Timur dan Bali
pada tanggal 9-12 Februari 2026. Kegiatan supervisi dilaksanakan di 3
(tiga) UPT, yaitu Balai POM di Kediri, Balai POM di Jember, dan Balai POM
di Buleleng. Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi fungsi
cegah tangkal Obat dan Makanan yang telah dilakukan oleh masing-
masing UPT pada tahun 2025, pengenalan tugas dan fungsi cegah tangkal
pada petugas baru serta penyegaran pada Tim Penindakan di 3 UPT,
Menyelaraskan pemahaman mengenai pelaksanaan fungsi cegah tangkal
di UPT.

Laporan Interim TW | 2026
Deputi Bidang Penindakan



Gambar 13. Dokumentasi Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Cegah
Tangkal UPT di Wilayah Jawa Timur dan Bali

Steering dan Coaching Clinic Kegiatan/Operasi Intelijen di UPT

Kegiatan steering dan coaching di Balai Besar POM di Jakarta
dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026 dan Balai Besar POM di
Serang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 ini bertujuan untuk
memperkuat fungsi intelijen melalui penyelarasan pemahaman regulasi
serta peningkatan efektivitas intelijen dilapangan. Melalui pembinaan yang
dilakukan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan diharapkan kinerja
intelijen di UPT ke depan semakin optimal, baik dari sisi kualitas maupun
ketepatan waktu, sehingga mampu mendukung proses pengawasan dan

penindakan secara lebih efektif.
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4.

Gambar 14. Dokumentasi Steering dan Coaching Clinic

Kegiatan/Operasi Intelijen di UPT

Interkoneksi Sistem Aduan Instansi

Kegiatan Interkoneksi Sistem Aduan Instansi dilaksanakan tanggal 13-15
Januari 2026 di Novotel Bogor Golf Resort and Convention Centre.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik
Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan harmonisasi pelaksanaan
pengawasan dan penindakan hukum terhadap produk sediaan farmasi dan
pangan olahan illegal lintas instansi secara terintegrasi, transparan dan

efisien.

Diklat Investigasi Siber bagi ASN BPOM

Kegiatan Diklat Investigasi Siber dilaksanakan dalam 2 gelombang,
gelombang pertama dilaksanakan tanggal 2 — 13 Februari 2026 dan
gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 13 — 24 April 2026 di Pusat
Pendidikan Intelijen Lemdiklat Kepolisian Republik Indonesia di Soreang,
Bandung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi petugas pada
fungsi pengawasan dan penindakan, baik di pusat maupun UPT Badan
POM dengan dibekali kemampuan teknis dasar yang dapat digunakan
untuk melakukan investigasi siber kejahatan peredaran sediaan farmasi
dan pangan olahan yang beredar di media daring.
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Gambar 15. Dokumentasi Diklat Investigasi Siber bagi ASN BPOM

~

6. Tindak Lanjut Perederan Suplemen Kesehatan KIE
Kegiatan Tindak Lanjut Peredaran Suplemen Kesehatan KIE dilaksanakan
pada tanggal 3 Maret 2026 di Ruang Rapat Deputi Bidang Penindakan.
Kegiatan ini dihadiri oleh unit kerja di Kedeputian bidang Penindakan,
Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik, serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pembuktian teknis dalam
rangka proses penyelidikan dan kemungkinan tindak lanjut Pro Justisia

terhadap produk Suplemen Kesehatan KIE.

Laporan oo
Profiling L .

Gambar 16. Dokumentasi Tindak Lanjut Perederan Suplemen
Kesehatan KIE

3.1.3. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah serta Pelayanan Publik Unit
Organisasi yang Prima
3.1.3.1.  Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun
2026
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Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian
Program Kinerja TWI TWI (%)

Kriteria

Terwujudnya  Nilai
Tata Kelola Pembangunan
Pemerintahan ZI Deputi

serta Bidang

Pelayanan Penindakan i i i i
Publik Unit

Organisasi

yang Prima

B.

Tabel 19.

Target pada Indikator Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang
Penindakan diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Oleh
karena itu tidak dilakukan penetapan target secara periodik (per
triwulan) sehingga belum terdapat terdapat realisasi triwulan 1 yang
dapat dilaporkan, mengingat pengukuran kinerja indikator tersebut
baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan tahun

berjalan diselesaikan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1l Triwulan 1V

T

R C T R C T R C T R C

Penetapan target dan realisasi kinerja pada Indikator Nilai
Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan dilakukan secara
tahunan sehingga realisasi kinerja secara per triwulan Tahun 2026

belum dapat dilakukan perbandingan.

Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap Target
2026
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Tabel 20. Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap

Target 2026
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Katedori
Program Kinerja 2026 TWI (%) 9

Terwujudnya

Tatakelola Nilai

Pemerintah ral

serta Pembangun_

an ZI Deputi 86,4 - - -
Pelayanan Bidan
Publik Unit ng
o Penindakan

Organisasi

yang Prima
Realisasi pada indikator Nilai Pembangunan Z| Deputi Bidang
Penindakan pada Triwulan | Tahun 2026 belum dapat dibandingkan
dengan target Tahun 2026 dikarenakan pada indikator ini diukur
berdasarkan capaian pada akhir tahun. Sehingga tidak terdapat
target dan realisasi secara periodik (per triwulan) tahun 2026.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan
/ Penurunan Kinerja
Penyebab keberhasilan maupun kegagalan belum dapat
diidentifikasi dan dianalisis pada periode Triwulan | ini, mengingat
indikator “Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan” diukur
berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun. Oleh karena itu,
hingga saat ini belum terdapat realisasi periodik (per triwulan) yang
dapat dilaporkan, karena pengukuran kinerja indikator baru dapat
dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pada tahun berjalan
diselesaikan.
E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun belum dapat diukur tingkat keberhasilan / kegagalan
pencapaian kinerja pada indikator ini. Berbagai upaya tetap
dilakukan oleh masing-masing unit kerja di Kedeputian Bidang
Penindakan sebagai bentuk komitmen dan progres pelaksanaan
program untuk pencapaian kinerja, antara lain melalui reviu dan
penyempurnaan target indikator kinerja dengan

mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, penyusunan
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3.1.3.2.

N

rencana kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2026 yang
lebih terukur dan sistematis, serta pelaksanaan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja ZI Tahun 2026.

ilai AKIP Deputi Bidang Penindakan
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun
2026

Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan |

Tahun 2026

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Kriteria
Program Kinerja TW I TW I (%)
Terwujudnya

Tatakelola

Pemerintah Nilai AKIP
serta Deputi

Pelayanan Bidang ) ) ) )
Publik Unit Penindakan

Organisasi
yang Prima

Target pada Indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan diukur
berdasarkan capaian pada akhir tahun. Oleh karena itu tidak
dilakukan penetapan target secara periodik (per triwulan) sehingga
belum terdapat terdapat realisasi triwulan 1 yang dapat dilaporkan,
mengingat pengukuran kinerja indikator tersebut baru akan
dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan tahun berjalan

diselesaikan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026

dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1l Triwulan IV

T

R C T R C T R C T R C
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Penetapan target dan realisasi kinerja pada Indikator Nilai AKIP
Deputi Bidang Penindakan dilakukan secara tahunan sehingga
realisasi kinerja secara per triwulan Tahun 2026 belum dapat

dilakukan perbandingan.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap Target
2026

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap

Target 2026
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Katedqori
Program Kinerja 2026 TWI (%) 9
Terwujudnya
Tatakelola
Pemerintah Nilai AKIP
serta Deputi 75 ) ) )
Pelayanan Bidang
Publik Unit Penindakan
Organisasi
yang Prima

Realisasi pada indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan pada
Triwulan | Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target
Tahun 2026 dikarenakan pada indikator ini diukur berdasarkan
capaian pada akhir tahun. Sehingga tidak terdapat target dan

realisasi secara periodik (per triwulan) tahun 2026.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan
/ Penurunan Kinerja
Penyebab keberhasilan maupun kegagalan belum dapat
diidentifikasi dan dianalisis pada periode Triwulan | ini, mengingat
indikator “Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan” diukur
berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun. Oleh karena itu,
hingga saat ini belum terdapat realisasi periodik (per triwulan) yang
dapat dilaporkan, karena pengukuran kinerja indikator baru dapat
dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pada tahun berjalan

diselesaikan.
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E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun belum dapat diukur tingkat keberhasilan / kegagalan

pencapaian kinerja pada indikator ini. Berbagai upaya tetap

dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan sebagai bentuk

komitmen dan progres pelaksanaan program untuk pencapaian

kinerja. Adapun berbagai program/kegiatan yang telah dilakukan

yaitu sebagai berikut:

1.

Perencanaan Kinerja

Pada aspek perencanaan kinerja, dokumen perencanaan

kinerja yang telah disusun yaitu:

a. PKdan RAPK Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

b. PK dan RAPK Tahun 2026 masing-masing Direktorat di
Kedeputian Bidang Penindakan

Pengukuran Kinerja

Pada aspek ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu:

a. Melakukan revisi pada SK IKU Deputi Bidang Penindakan
yang telah disahkan pada tanggal 11 Februari 2026, Nomor
HK.02.02.6.02.26.02 Tahun 2026

b. Menyusun kertas kerja penetapan target indikator kinerja
Tahun 2026.

Pelaporan Kinerja

Pada aspek ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu:

a. Telah disusun Laporan Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang
Penindakan dan telah di publikasikan pada tautan berikut:
esr.menpan.go.id

b. Telah disusun Laporan Evaluasi Internal Tahun 2025 Deputi
Bidang Penindakan

c. Masing-masing Direktorat telah menyusun Laporan
Evaluasi Internal Tahun 2025

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada aspek ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu:

a. Telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi Deputi Bidang
Penindakan pada tanggal 12 Januari 2026, sehubungan
dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2025 dan

memasuki Tahun anggaran 2026 yang pimpin oleh Deputi
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Bidang Penindakan dan dihadiri oleh Eselon Il dan seluruh

_ S, R

Gambar 17. Dokumentasi Rapat Konsolidasi Deputi Bidang

Penindakan
b. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan
| Tahun 2026 pada tanggal 16 April 2026 yang dipimpin oleh
Deputi Bidang Penindakan dan dihadiri oleh Eselon Il dan
Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan.

Gambar 18. Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi
Triwulan | Tahun 2026
c. Pengisian realisasi dan capaian kinerja pada aplikasi
SIMETRIS.

3.1.3.3.  Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun
2026
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Tabel 24. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan |

Tahun 2026
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Kriteria
Program Kinerja TWI TWI (%)
Terwujudnya
Tatakelola Nilai
Pemerintah Kinerja
serta Anggaran
Pelayanan Deputi ) ) )
Publik Unit Bidang
Organisasi Penindakan
yang Prima

Target pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang
Penindakan diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Oleh
karena itu tidak dilakukan penetapan target secara periodik (per
triwulan) sehingga belum terdapat terdapat realisasi triwulan 1 yang
dapat dilaporkan, mengingat pengukuran kinerja indikator tersebut
baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan tahun

berjalan diselesaikan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan 1V
T R C T R C T R C T R C

Penetapan target dan realisasi kinerja pada Indikator Nilai Kinerja
Anggaran Deputi Bidang Penindakan dilakukan secara tahunan
sehingga realisasi kinerja secara per triwulan Tahun 2026 belum

dapat dilakukan perbandingan.

C. Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap Target
2026
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Tabel 26. Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap

Target 2026
Sasaran Indikator  Target Realisasi Capaian Katedori
Program Kinerja 2026 TWI (%) 9
Terwujudnya
Tatakelola o
. Nilai Kinerja
Pemerintah
Anggaran
serta .
P Deputi 3 - - -
elayanan Bidan
Publik Unit ng
o Penindakan
Organisasi
yang Prima

Realisasi pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang
Penindakan pada Triwulan | Tahun 2026 belum dapat dibandingkan
dengan target Tahun 2026 dikarenakan pada indikator ini diukur
berdasarkan capaian pada akhir tahun. Sehingga tidak terdapat

target dan realisasi secara periodik (per triwulan) tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan
/ Penurunan Kinerja
Penyebab keberhasilan maupun kegagalan belum dapat
diidentifikasi dan dianalisis pada periode Triwulan | ini, mengingat
indikator “Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan” diukur
berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun. Oleh karena itu,
hingga saat ini belum terdapat realisasi periodik (per triwulan) yang
dapat dilaporkan, karena pengukuran kinerja indikator baru dapat
dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pada tahun berjalan

diselesaikan.

E. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Meskipun belum dapat diukur tingkat keberhasilan / kegagalan
pencapaian kinerja pada indikator ini. Berbagai upaya tetap
dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan sebagai bentuk
komitmen dan progres pelaksanaan program untuk pencapaian
kinerja. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Bidang Penindakan. Kegiatan

tersebut dilaksanakan untuk dijadikan bahan sebagai ruang diskusi
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antar unit kerja yang ada di Deputi Bidang Penindakan guna
melakukan pembahasan kinerja, capaian realisasi anggaran,
hambatan dan kendala unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
Rapat Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 12
Januari 2026, 13 April 2026, dan 16 April 2026. Serta sehubungan
dengan telah memasuki tahun anggaran 2026, telah dilaksanakan
Rapat Pembahasan Teknis Pencairan Anggaran Tahun Anggaran
2026 pada tanggal 26 Februari 2026 yang dipimpin oleh KPA Deputi
Bidang Penindakan dan dihadiri oleh Pengelola Keuangan dan

BMN di Lingkungan Deputi Bidang Penindakan.

Gambar 20. Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan | Tahun 2026
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3.1.34.

Indeks Manajemen Risiko Penindakan
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun
2026

Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan |

Tahun 2026
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian Kriteria
Program Kinerja TWI TWI (%)
Terwujudnya
Tatakelola Indeks
Pemerintah  Manajemen
serta Risiko

Pelayanan Deputi
Publik Unit Bidang
Organisasi Penindakan
yang Prima

Target pada Indikator Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang
Penindakan diukur berdasarkan capaian pada akhir tahun. Oleh
karena itu tidak dilakukan penetapan target secara periodik (per
triwulan) sehingga belum terdapat terdapat realisasi triwulan 1 yang
dapat dilaporkan, mengingat pengukuran kinerja indikator tersebut
baru akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan tahun

berjalan diselesaikan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026 dengan

Triwulan Sebelumnya

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan | Tahun 2026

dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1l Triwulan IV

T R C T R C T R C T R C

Penetapan target dan realisasi kinerja pada Indikator Indeks
Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan dilakukan secara
tahunan sehingga realisasi kinerja secara per triwulan Tahun 2026

belum dapat dilakukan perbandingan.
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C.

Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap Target
2026

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Triwulan | Tahun 2026 terhadap

Target 2026
Sasaran Indikator  Target Realisasi Capaian Kategori
Program Kinerja 2026 TWI (%)
Terwujudnya
Tatakelola Indeks
Pemerintah  Manajemen
serta Risiko 291 ) ) i
Pelayanan Deputi ’
Publik Unit Bidang
Organisasi Penindakan
yang Prima

E.

Realisasi pada indikator Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang
Penindakan pada Triwulan | Tahun 2026 belum dapat dibandingkan
dengan target Tahun 2026 dikarenakan pada indikator ini diukur
berdasarkan capaian pada akhir tahun. Sehingga tidak terdapat

target dan realisasi secara periodik (per triwulan) tahun 2026

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan
/ Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan maupun kegagalan belum dapat
diidentifikasi dan dianalisis pada periode Triwulan | ini, mengingat
indikator “Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan”
diukur berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun. Oleh karena
itu, hingga saat ini belum terdapat realisasi periodik (per triwulan)
yang dapat dilaporkan, karena pengukuran kinerja indikator baru
dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pada tahun

berjalan diselesaikan.

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun belum dapat diukur tingkat keberhasilan / kegagalan
pencapaian kinerja pada indikator ini. Berbagai upaya tetap
dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan sebagai bentuk
komitmen dan progres pelaksanaan program untuk pencapaian

kinerja. Salah satunya adalah dengan menyusun daftar risiko
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semester |, rencana tindak pengendalian dan reviu monitoring risiko
Deputi Bidang Penindakan yang ditetapkan tanggal 10 Maret 2026
dan telah disubmit pada SAPAAPIP tanggal 13 Maret 2026.

Gambar 21. Dokumentasi Rapat Manajemen Risiko Deputi

Bidang Penindakan
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3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tabel 30. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No

Indikator

Kendala /
Permasalahan
TW Sebelumnya

Rekomendasi
T™W
Sebelumnya

Rencana
Tindak
Lanjut TW
Sebelumnya

Status

Progres
TL
Rekomen
dasi

Timeline

Apakah
sudah
dikelola
sebagai
risiko
(YIT)

Kode
Risiko

Peristiwa
Risiko

(1)

(2)

&)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

9

(10)

(11)

Persentase
Keberhasilan
Penyidikan
Kejahatan
Sediaan
Farmasi dan
Pangan
Olahan

Persentase
Rekomendasi
Deteksi
Kejahatan
Sediaan
Farmasi dan
Pangan
Olahan yang
Optimal
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Apakah

akuntabilitas
internal

Kendala / Rekomendasi Re.ncana Progres s.udah o
. Tindak TL . dikelola Kode Peristiwa
No Indikator Permasalahan TW . Status Timeline . . . .
Lanjut TW Rekomen sebagai Risiko Risiko
TW Sebelumnya Sebelumnya . . .
Sebelumnya dasi risiko
(Y/T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Nilai
Pembangunan
3 Z| Deputi
Bidang
Penindakan
Tim SAKIP
er?La:gic(::a Telah Terdapat
Terdapat dilakukan kelemahan
berkala .
kelemahan pada . reviu pada
Mengoptimalkan terhadap
perencanan . terhadap perencanan
o peran tim SAKIP perencanaan o
i kinerja, . perencana kinerja,
Nilai AKIP untuk kinerja, On L
. pengkukuran an kinerja, SDM.3. pengkukura
4 | Deputi Bidang L mendukung pengkuran progre 2026 T .
. kinerja dan . . L pelaporan 02. n kinerja
Penindakan , implementasi kinerja, Ss .
evaluasi kinerja dan dan
. SAKIP pelaporan _ _
akuntabilitas ineria. dan evaluasi evaluasi
internal 18, €a akuntabilita akuntabilitas
evaluasi . :
s internal internal




Apakah

. Rencana Progres sudah
Kendala / Rekomendasi . . o
. Tindak TL . dikelola Kode Peristiwa
No Indikator Permasalahan TW . Status Timeline . . . .
Lanjut TW Rekomen sebagai Risiko Risiko
TW Sebelumnya Sebelumnya . . .
Sebelumnya dasi risiko
(Y/T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Capaian
o Melakukan reviu Meneta.pka'n Target mc.ilkajcor
Capaian indikator taraet dan target kinerja telah kinerja
kinerja tidak lebih me% awal berdasarkan ditetapkan tidak lebih
baik dari tahun . g capaian tahun berdasarka 0.3.01 baik dari
realisasi secara .
sebelumnya berkala 2025 serta n capaian tahun
memonitoring tahun 2025 sebelumny
capaian a
Ac.:le'mya' kebijakan Unit kerja di Telah
efisiensi anggaran . Melakukan dilaku
lingkungan .
pada tahun bidan reviu target kan
o berjalan sehingga . g guna reviu
Nilai Kinerja N penindakan .
realisasi memastikan target .
Anggaran berupaya untuk . Selesai TW IV
5 el perencanaan . target yang sesuai T - -
Deputi Bidang . . melakukan reviu ) 2026
: tidak sesuai ditetapkan denga
Penindakan target guna .
dengan target : dapat tercapai n
mencapai target .
awal yang telah . dengan realisa
: yang ditetapkan . .
ditentukan serta dengan optimal optimal si
tidak 9 P tahun
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Apakah

Kendala / Rekomendasi Re.ncana Progres s.udah o
. Tindak TL . dikelola Kode Peristiwa
No Indikator Permasalahan TW . Status Timeline . . . .
Lanjut TW Rekomen sebagai Risiko Risiko
TW Sebelumnya Sebelumnya . . .
Sebelumnya dasi risiko
(Y/T)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
memungkinkan 2025
bagi masing- yaitu 3
masing unit kerja
untuk melakukan
revisi atau
penyesuaian
target
Belum optimalnya Melakukan
|mp'lementa'13.| Melakukan monitoring
manajemen risiko . terhadap
. . perbaikan
yang ditandai . pelaksanaan
. sesuai .
Indeks adanya sejumlah . perbaikan Telah
. rekomendasi , ,
Manajemen catatan atas . sesuai On dilakukan
. . . . perbaikan dalam . . . TW IV
6 Risiko Deputi implementasi . rekomendasi progres | tindak lanjut T - -
. . . laporan hasil , 2026
Bidang manajemen risiko o perbaikan S atas
. penilaian ,
Penindakan yang ada pada . dalam laporan rekomendasi
. manajemen :
laporan hasil . hasil
o risiko tahun o
penilaiaan penilaiaan
: - 2025 .
manajemen risiko manajemen
tahun 2025 risiko




Keterangan:
(1) Diisi dengan nomor urut indikator.

(2) Diisi dengan nama indikator.

(3) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya.

(4) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya.

(5) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya.

(6) Diisi dengan status rencana tindak lanjut. Jika sudah selesai diisi selesai, jika belum selesai lanjut mengisi progres tindak lanjut.

(7) Diisi dengan progres tindak lanjut dari rekomendasi.

(8) Diisi dengan timeline penyelesaian progres tindak lanjut.

(9) Diisi sesuai kondisi pada laporan triwulan sebelumnya atau dengan kondisi terbaru yang telah dilakukan penyesuaian.

(10) Diisi (jika pada Kolom 9 dengan jawaban Ya) dengan kode risiko yang relevandengan Rencana Tindak Lanjut (kolom 5) dan terdaftar
dalam aplikasi SAPA APIP.

(11) Diisi (jika pada Kolom 9 dengan jawaban Ya) dengan peristiwa risiko sesuai Kode Risiko pada kolom 10.
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3.3.

PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Berdasarkan pencapaian target Tahun 2025 beberapa indikator kinerja Deputi Bidang

Penindakan telah melebihi target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2026. Serta terdapat

beberapa indikator yang tidak mencapai target Tahun 2025. Oleh karena itu, untuk

mengoptimalkan kinerja di Tahun 2026, Deputi Bidang Penindakan melakukan penyesuaian

dalam perencanaan kinerja, termasuk peninjauan ulang dan perubahan pada target kinerja.

Dengan melakukan evaluasi terhadap target kinerja yang ada, diharapkan Deputi Bidang

Penindakan dapat menetapkan langkah-langkah strategis yang lebih efektif, sehingga dapat

mendukung pencapaian target yang lebih realistis dan optimal. Berikut rincian perubahan

target kinerja:

Tabel 31. Rincian Perubahan Target Kinerja Tahun 2026

. .| Target Target
Sasaran Target | Realisasi Tahun Tahun |

No Indikator Tahun | Tahun eterangan

Program 2025 2025 2026. 2026
(Renstra) | (PK)

1 | Keberhasilan | Persentase 74 87,10 75 87,1 Realisasi
Penyidikan Keberhasilan Tahun 2025
Kejahatan Penyidikan telah
Sediaan Kejahatan melampaui
Farmasi dan | Sediaan target
Pangan Farmasi dan Renstra
Olahan Pangan Tahun 2026.

Olahan Oleh karena
itu,
penetapan
target Tahun
2026
disesuaikan
dengan
realisasi
Tahun 2025.

2 | Deteksi Persentase 75 77,11 76 77,88 | Realisasi
Kejahatan di | Rekomendasi Tahun 2025
Bidang Deteksi telah
Sediaan Kejahatan melampaui
Farmasi dan | Sediaan target
Pangan Farmasi dan Renstra
Olahan yang | Pangan Tahun 2026.
Optimal Olahan yang Oleh karena

Optimal itu,
penetapan
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No

Sasaran
Program

Indikator

Target
Tahun
2025

Realisasi
Tahun
2025

Target
Tahun
2026.
(Renstra)

Target
Tahun
2026
(PK)

Keterangan

target Tahun
2026
disesuaikan
dengan
realisasi
Tahun 2025.

Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintah
serta

Pelayanan
Publik  Unit
Organisasi
yang Prima

Nilai
Pembangunan
Zl Deputi
Bidang
Penindakan

85,65

86,14

86,4

86,4

Target
Tahun 2026
sesuai
dengan
Renstra

Nilai AKIP
Deputi Bidang
Penindakan

76

74,92

76,77

75

Realisasi
Tahun 2025
masih
dibawah
target Tahun
2025. Oleh
karena itu
penetapan
target Tahun
2026
disesuaikan
dengan
realisasai
Tahun 2025

Nilai  Kinerja
Anggaran
Deputi Bidang
Penindakan

Realisasi
Tahun 2025
masih
dibawah
target Tahun
2025. Oleh
karena itu
penetapan
target Tahun
2026
disesuaikan
dengan
realisasai
Tahun 2025
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No

Sasaran
Program

Indikator

Target
Tahun
2025

Realisasi
Tahun
2025

Target
Tahun
2026.
(Renstra)

Target
Tahun
2026
(PK)

Keterangan

Indeks
Manajemen

Risiko Deputi

Bidang
Penindakan

2,906

3,05

2,91

Realisasi
Tahun 2025
masih
dibawah
target Tahun
2025. Oleh
karena itu
penetapan
target Tahun
2026
disesuaikan
dengan
realisasai
Tahun 2025
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3.4.

REALISASI ANGGARAN

3.4.1 Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel 32. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Triwulan | Tahun 2026

Volume
. Pagu Realisasi | Capaian
No | Sasaran Program Indikator Realisasi Ta;get % T::Lgneatn % ;:;gfrta % (Ribu) (Ribu) (%)
Persentase
Keberhasilan Keberhasilan
Penyidikan Penyidikan
1 | Kejahatan Sediaan | Kejahatan 19,58 30 65,27 87,1 22,47 75 25,09 | 3.601.455 | 566.426 15,73
Farmasi dan Sediaan Farmasi
Pangan Olahan dan Pangan
Olahan
Persentase
Deteksi Kejahatan Rekomendasi
di Bidang Sediaan Deteksi Kejahatan
2 | Farmasidan Sediaan Farmasi 48,25 443 108,92 | 77,88 |61,95 76 63,48 | 9.983.179 | 1.778.070 17,91
Pangan Olahan dan Pangan
yang Optimal Olahan yang
Optimal
Nilai
Terwujudnya Tata Pembangunan ZI
Kelola Pemerintah | Unit Deputi - - - 86,4 - 86,4 - 77.616 18.717 24,12
3 serta Pelayanan Bidang
Publik Unit Penindakan
Organisasi yang Nilai AKIP Deputi
Prima Bidang - - - 75 - 76,77 - 77.616 13.569 17,48
Penindakan
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Volume
. Pagu Realisasi | Capaian
No | Sasaran Program Indikator .. | Target 0 Target o Target o . : 0
Realisasi B3 %o Tahunan %o Renstra %o (Ribu) (Ribu) (%)
Nilai Kinerja
Anggaran Deputi ; ; ; 3 - 5 - 77.616 11348 | 14,62
Bidang
Penindakan
Indeks
Manajemen
Risiko Deputi - - - 2,91 - 3,05 - 77.616 11.348 14,62
Bidang
Penindakan
TOTAL 13.895.098 | 2.409.479 17,34

3.4.2 Realisasi anggaran per Sasaran Program

Realisasi anggaran per sasaran program Deputi Bidang Penindakan

Tabel 33. Realisasi Anggaran per Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

NO SASARAN PROGRAM PAGU TAHUN 2026 | REALISASITW | %
Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 0
1 Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3,601,455,000 566,426,399 15.73%
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan 0
2 Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal 9,983,179,000 1,788,070,151 17.91%
3 TerWUJ_udn_ya Tata K_eIoIa pemerintah Unit 310,464,000 54.983.285 17.71%
Organisasi yang optimal
TOTAL 13,895,098,000 2,409,479,835 17.34%




3.5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk melihat tingkat efisiensi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran program,
dilakukan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran efisiensi diukur
dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit
namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa
persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan

membagi % capaian output dengan % capaian input:

Gambar 22. Formulasi Indeks Efisiensi

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).
Apabila IE = SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE < SE maka kegiatan dianggap
tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat
efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang

terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

Gambar 23. Formulasi Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No Tingkat Efisiensi Capaian

1 <0 Tidak Efisien

2 0-0,2 100% (efisien)

3 0,21-0,4 95% (efisien)

4 0,41-0,6 92% (efisien)

5 0,61-0,8 90% (efisien)

6 0,81-1,0 88% (efisien)

7 1,01-1,2 86% (tidak efisien)
8 1,21-1,4 84% (tidak efisien)
9 1,41-1,6 80% (tidak efisien)
10 1,61-1,8 78% (tidak efisien)
11 =1,81 75% (tidak efisien)

Gambar 24. Range Tingkat Efisiensi
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Adapun perhitungan efisiensi anggaran Deputi Bidang Penindakan Triwulan | Tahun 2026

sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi Efisiensi Anggaran Triwulan | Deputi Bidang Penindakan

Tahun 2026
Output Input i
No Sasaran Program utpu nput (anggaran) E | TE Ca_;la_zlan
T R % T R %
Keberhasilan Penyidikan
Kejahatan Sediaan .
1 IFarmasi dan Pangan 30 |19,58] 65,27 563.855.979 566.426.399 |100,46(0,65]-0,35| 75 %
Olahan
|IDeteksi Kejahatan di
o [Bidang Sediaan Farmasi 1,/ 51, ¢ 55108 9| 385.207 596)1.788.070.151| 74,96 [1,45[0,45| 92 %
dan Pangan Olahan yang
Optimal
Terwujudnya Tata Kelola
3 |pemerintah Unit AKHIR TAHUN
Organisasi yang optimal
TOTAL 87,09 12.949.083.575/|2.354.496.550] 79,84 11,09{0,09| 100 %

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,09 dan Tingkat Efisiensi

sebesar 0,09, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Besaran

efisiensi tersebut mengindikasikan bahwa output kinerja yang dihasilkan lebih tinggi

dibandingkan dengan input anggaran yang digunakan, sehingga secara keseluruhan masuk

dalam kategori efisien dengan capaian sebesar 100%.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan bahwa Deputi Bidang Penindakan

telah melakukan berbagai upaya efisiensi, antara lain melalui pengendalian pelaksanaan

kegiatan agar tetap sesuai dengan prioritas, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang

tersedia, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi

anggaran dan capaian kinerja.
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BAB IV PENUTUP

41. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan | tahun 2026 Deputi Bidang Penindakan merupakan media
pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja
Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuju Good Government

dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Deputi IV tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan sarana evaluasi kinerja bagi seluruh unit kerja di
lingkungan Deputi Bidang Penindakan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara
umum, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
penilaian kualitas kinerja dan pengambilan keputusan, serta berguna dalam proses

perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran
Program yang keberhasilan pencapaiannya ditentukan oleh 6 (enam) Indikator Kinerja
Program. Sampai dengan periode triwulan | tahun 2026 capaian kinerja Deputi Bidang

Penindakan terdiri dari:

e 1 (satu) indikator sasaran program mendapatkan kategori Cukup yakni: Persentase
Keberhasilan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan,

e 1 (satu) indikator sasaran program mendapatkan kategori Sangat Baik yakni:
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
yang Optimal.

e 4 (empat) indikator sasaran program belum dapat diukur mengingat pengukuran
dilakukan pada akhir tahun yakni:

(1) Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan,
(2) Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan,

(3) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan,
(4) Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan.

Sementara itu capaian anggaran Deputi Bidang Penindakan sampai dengan Triwulan | tahun
2026 adalah sebesar 17,34% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.409.479.835 (Dua
Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus
Tiga Puluh Lima Rupiah) dari pagu revisi sebesar sebesar Rp13.895.098.000 (Tiga Belas
Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
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Penyelesaian dokumen laporan Kinerja Interim ini merupakan hasil dukungan seluruh Unit
Eselon Il di lingkungan Deputi Bidang Penindakan yang telah mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2. SARAN

Terhadap kendala dalam pencapaian target indikator program TW | Tahun 2026 sekaligus
dalam memastikan pencapaian target indikator program akhir tahun, akan dilakukan

serangkaian tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

o Melakukan monitoring terhadap usulan penyesuaian target DJA.

o Melakukan reviu secara berkala terhadap perencanaan kinerja, pengkuran kinerja,
pelaporan inerja, dan evaluasi akuntabilitas internal.

o Menetapkan target kinerja berdasarkan capaian tahun 2025 serta memonitoring
capaian.

o Melakukan reviu target guna memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai
dengan optimal.

o Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan sesuai rekomendasi

perbaikan dalam laporan hasil penilaiaan manajemen risiko.

Demikian laporan kinerja Interim Triwulan | tahun 2026 Deputi Bidang Penindakan ini disusun,
besar harapan kami bahwa laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh
seluruh pihak yang berkepentingan terutama oleh internal Deputi Bidang Penindakan dan
BPOM. Mengacu pada pencapaian kinerja Triwulan | Deputi Bidang Penindakan selama tahun
2026 yang terangkum dalam laporan kinerja ini, maka dapat menjadi dasar perbaikan
terhadap perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan oleh
pimpinan kedepannya. Laporan kinerja ini juga mencerminkan akuntabilitas kinerja Deputi
Bidang Penindakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan

bersih (clean governance).
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LAMPIRAN

Lampiran-1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUBAGUS ADE HIDAYAT

Jabatan : Deputi Bidang Penindakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama Pihak Kedua

Deputi Bidang Penindakan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan

GUS ADE HIDAYAT TARUNA IKRAR

Laporan Interim TW 1 2026
Deputi Bidang Penindakan




Lampiran

NO.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

SASARAN PROGRAM

05 - Keberhasilan Penyidikan
Kejahatan Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan

06 - Deteksi Kejahatan di Bidang
Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Optimal

07 - Terwujudnya Tata kelola
Pemerintahan serta pelayanan
publik Unit Organisasi yang prima

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

01 - Persentase Keberhasilan
Penyidikan Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan

01 - Persentase Rekomendasi
Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi
dan Pangan Olahan yang Optimal

16 - Nilai Pembangunan Z| Deputi
Bidang Penindakan

17 - Nilai AKIP Deputi Bidang
Penindakan

18 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi
Bidang Penindakan

19 - Indeks Manajemen Risiko Deputi
Bidang Penindakan

TARGET

871

77.88

86.4

75

2.91

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 13,774,312,000 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

NO.

KEGIATAN

DR.4117 - Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

DR.4118 - Intelijen Obat dan Makanan

DR.4134 - Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

DR.6386 - Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran

Obat dan Makanan melalui Siber

Pihak Pertama
Deputi Bidang Penindakan

AGUS ADE HIDAYAT

ANGGARAN

3,315,753,000

2,723,585,000

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Kedua

3,601,455,000

4,254,305,000

Kepala Badan Pengawas

obat dan makanan

TARUNA IKRAR
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Lampiran-2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

REMCANA AKEI PERJANJIAN KINERJA TAHUN Z0Z6
DEFUTI BIDANG PENINDAK AN

EADAH PENGAWAS DEAT DAN MAKANAN

INBIKATAR TARGET
Baganan KiRER1A
L -8 PEOGRAM PROGEAM BOl BO0Z BO3 ED B05 BOE BOF B08 EBOS EN an Bz AMGGARAN
1. D5- on- 30 3g 30 45 45 45 TO o OO 871 3E01,455000
Heberaslan Perseniase
Perrgidiican Keberhasilan
Kejahatan Ferrgidian
Sediaan Kijahatan
Farmasl dan Sasdiaan
Fargan Farmas! dan
Olahan Fargan
Oiahan
W RO KOMPOMEM FUE KOMPONEN AMGGARAM KOMTRIBUS]
1 DiF. 413 4. DCDulON - D51 - Fenyidian A - Ferryelesalan Berias 4707000 4AM1ST000
Baricas Perkara yang Parkara Kejahatan il Perkara
dissiesaikan hingga Eiang Obat dan
Tahap | Makanan
a DR 413 4. DCDulon - D53 - Peninghatan A - Baruan Teknis dan 201,240,000 201,240,000
Berkas Perkara yang Kualitas Penyidikan  Taktis Penyidian Otat dan
dissdezaikan hingga UPT Bacdam POM o Makanan
Tahag | Eidang Obat dan
Makanan
3 DR 413 4. 0CDul0N - D53 - Peningkatani B - Advokas] Keglatan 107,205,000 107,205,000
Barias Perkara yang Kualinas Penyidikan Penyidikan Dbat dan
‘dissdesaikan hingga UFT Eadan POM o Mlakanan
Tahap | Eidang Obat dan
Makanan
4. DR 47134, 0Cou00 - D54 - F i) A-F F gl 205 BZ7000 205 EZT000
Baricas Perkara yang Kooedinasl Criminal Kinerja, Profesionalisms, dan
‘dissdesaikan hingga Justice Sysbem Eoordinasi PPHS Eadan FOM
Tahap |
L DR 413 4. DCDulon - D54 - Peningkatan B - Forum Eoordinasi ‘80,490,000 ‘B0, 470,000
Berkas Parkara yang Criminal  F an Satgas
Tahag | BegallFalsy dan Satgas
Pengawasan Barang Eeredar
temasuk Gaam Korsumsl
Tanpa |zin Edar dan Mon-
Fortifilasi
[ DR.47134.0C00001 - D55 - Supervisl dan A - Pamissnahan Obat dan I24T35000 I24735000
Berkas Perkara yang Evaluasi Miakanan legal
dissiesaikan hingga Pergeldaan Earang
Tahap | Eubutl Bijahatan
Otat dan Makanan
T DR 4134, 0CDu00N - D55 - Supervisl dan B - Monttoring Barang Bukdi 303,570,000 303,570,000
Baricas Perkar yang Evailuaesi
dissdezaikan hingga Pergeldlaan Earang
Tahap | Euiitl Bigjahatan
Obat dan Makanan
Dokuirmen ini {aiah dlandat P T wr—
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INBIKATOR TARGET

SASARAN EiRERLA
WO PEOGRAK PROGRAM Bl B0 B03 B4 BO5 EB06E EBOF BOE EDE EW B8N Bz AMGGARAR
W RO KOMPOMEM FUE KOMPONEN AMGGARAM KOMTRIBUS]
B DR 47134, 0CDu00 - D55 - Suparvisl dan C - Supervisi Pengalolan 47220000 47,220,000
Baricas Perkara yang Evailaes] Barang Bukil UPT
disslesaikan hingga Pengeiolaan Earang
Takiap | Bl Mizphatari
Obat dan Makanan
8. DR4T34.0CD000 - 0655 - Fenguatan A - Koordinas dan G3Z,E30000 E32,830,000
Baricas Perkara yang Monitoring dan Operasional Pervyidikan
diselesaikan hirgga Evalkiasi Kinerja
Taiap | Parryidikan di
Bidang Obat dan
Makanan
T DR.4134.08E.D01 - o5l - g A - Feng Dada dan 247,7TV6,000 Z47,7TV6, 000
Laporan Kasus Obat dan Dugaaan Tindak Informasi Tindak Pidana di
Makanan yang Fidanan Oban dan Bidang Obat dan Makanan
Dieiry jutl dangan
Imensifiaksi Operasi
Fenindakan
1.  DR4134.0KBE.DOT - D51 - Investigas] B - Dperasi Perindakan 307,578,000 307,573,000
Laporan Eases Obat dan Dugaaan Tindak
Makanan yang Pidanan Dban dan
Dy dengan
Imensifiaksi Operasi
Fenindakan
12 DR.4T34.0KB.0OT - D52 - Fengeatan A - Peryertaan Kegiatan 08700000 108,700,000
Laporan Kasus Obad dan Monitoring dan Badan FOM dan Lintas
Makaran yang Evalkiasi Kinerja Stakeholder
Ditinclakdanjutl dengan
Imensitiaksi Operazl
Fenindakan
15  DR.4134.08E.001 - D53 - F B-F gl Einerja 3z,750,000 32,750,000
Laporam Kasus Obat dan Koordinasi Pegawal
Makanan yang Pariyidian
Ditindakdanjutl dengan
Imensifiaksi Operasi
Fenindakan
15 DR.4134.0KBE.001 - D53 - Perkuatan A - Monitoring dan Evaluzs] 12E,248,000 128,248,000
Laporan Eases Obat dan Koordinasi
Makaran yang Parvyidikan
Diindaanjuti dengan
Imensifiaksi Operasi
Fenindakan
T7. DR.4T34.08E.D01 - 053 - Pericuanan C - Peningkatan Kualtas 34,301,000 34,501,000
Laporan Kasus Obad dan Koordinasl Penindakan Obat dan
Makanan yang Parvyidikan Makanan Begal
Ditinclablanjut] dengan
Imensitiaksi Operazl
Fenindakan
18 DR.4134.08CE.001 - D53 -F o= i 305383000 305383000
Laporam Kasus Obat dan Koordinasi meglatan
Makanan yang Pariyidian
Ditinclakdanjutl dengan
lIrtensifiaksi Operasi
Fenindakan
19 DR.4134.0CDu00N - D52 - A - Operasl Tematik Dalam 5E,290,000 58,790,000
Berkas Perkara yang Pangungiapian Rangia Pembarantasan Obat
disedesaikan hingga Kasus Obat dan dan Makanan liegal {Dpson,
Tahag | Makanan Begal Pangea)
Dokurmen ini elsh ditandat i Secara elekironik menggunakan seifilal elekironik
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TARGET

INDIKATOR
SASARAN KINERJA
PROCRAM PROCRAM BOY BS02 BO3 BO4 B05 B0 EBO7 B0 EBO9 BW BN 812 ANCGARAN
NO RO KOMPONEN SUS KOMPONEN ANCCARAN KONTRIBUSE
20. DR.4134.0CD.001- 05z - B - Xonferensi Pers Hasil 105444000 105444000
Berkas Perkara yang Fengungkapan Operasi
disciosaikan hingga Kasus Obat dan
Tahap | Makanan legal
05 - Deteksi or- 433 443 a3 s8 se 58 703 703 703 7788 8,883,179,000
Kejahatandl  Persentase
Bidang Rekomendasi
Sediaan Deteisi
Farmasidan  Kejahatan
Pamngan Sediaan
Ofahanyang  Farmasi dan
Optimal Pangan
Otahan yang
Optimal
NO RO KOMPONEN SUS XOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI
1 DRANZABGOO!- 053 - Penggalangan ¥ - Feningkatan 125527000 125527000
cegah datern %
tangkal kejahatan Obat  rangka o g
dan Otatdan  penggunaan obat-obat
Makanan tertentu melalul
penggalangan pemanghu
kepentingan dan
operasionailsasi Pusat /
Layanan informasi Obat-
Obat Tertentu
2. DRE386.0KBE.O01- 052 - Protiing D - Kunjungan dan 120786000 120,786,000
Siber paca Agenda
Anafsis Siber diBidang  Sedlaan Farmas! Pertemuan inteenasional
Sediaan Farmasl dan dan Pangan Ctahan
Pangan Olahan
3. DRE386.OKE.002 - 051 - Perencanaan A - Rapat Perencanaan 8,748,000 8,748,000
Dokumen Hasil dan Pelaksanaan Keglatan Fatroll Siber
Moritoring can ¥egiatan Patrol
Evakasi Rekomendas Sier Obat dan
Tindak Lanjs Patroll Makanan
Siber Sediaan Farmas|
dan Pangan Ohan
4  DRE3B60OKB.DO2 - os1- B- L 93 130,191,000 130,391,000
Dokumen Hasil dan Pelaksanaan terkait Hask Pasroll Siber
Monitoring dan eglatan Patroli
Evaksasi Rekomendas Siber Obat dan
Tindak Lanjst Pasroll Makanan
Siber Seciaan Farmas!
dan Pangan Olahan
5. DRE386.0KE.002 - 052 - Monitaring C - Bmbingan Teknis Patrol 33,452,000 33,452,000
Dokumen Hasil Bahan Evalast Ser kepada UPT Badan
Monitoring can ¥eglatan Patroll POM
Evakaasi Rekomendash Siber Obat can
Tincak Langst Pasroli Makanan
Siber Secdiiaan Farmas!
dan Pangan Olaban
& DRE386.0KB.002 - 052~ g B- g dan = 37,748,000 37,748,000
Dokumen Hasil Bahan Evalasi Patroll Siber bersama
Monitoring dan glatan Patroll
Evahasi Rekomendast Sier Obat can
Tincak Lanjut Patroll Makanan

Dokurmen ini tefah ditar

bk

mengg: sertificat
yang diterbitkan oleh Balsi Besar Sertifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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INDIKATOR

TARGET

SASARAN EiRERLA
PEOGRAM PROGEAM BOT B0z BO3 BDa B0S BOE EBOF BOE EBOS EWD an B1Z ANCGARAN
NG RO EOsPONEN SUE KOMPONEN AMGGARAN KOMTEIBUS]
T DRE3BE.DEE.DOT - 052 - Profiling 8 - Veritkasi Data Hasll 152,397,000 152, 297000
<! i Sibar Profling Sibar
Analisis Siber 0i Bidang  Sediaan Farmasi
Esdiaan Farmasl dan dan Fangan Olahan
Fangan Clahan
E.  DRE3BE.OHE.DO] - 052 - Profiling C - Bimbingan Tekris E5, 445,000 65,445,000
o] i Sibar Profling Siber kepada UPT
Analisiz Siber di Bidang  Sediaan Farmasi Badan POM
Sadiaan Farmasl dan dan Fangan Olahan
Pangan Olahan
B DRE3BE.CEE.DOT - 053 - Keglatan & - Bartuan Akuiskl Data 102,533,000 102,933,000
Dokumen Rekomendasl  Forensik Dighal dan Analisis Fonensik Digital
Analisiz Siher di Bidang Hajahatan Sediaan Farmasi
Eadiaan Farmasl dan dan Pangan Olahan
Pargari Olakan
M. DRE3SECHE.DD 053 - Keglatan B - Kajl Uang dan E0,£17,000 BO,4TT000
Dokumen Rekomencasl  Forensik Dighal Refreshmen 150
Analisiz Slber di Bidang TFO25:2007 Laboraborium:
Saxdizan Farmasl dan Forensik Digital
Pargar Olakan
N. DRE3BE.CEE.DD - 053 - Keglatan C - Bimibirgan Tekris 545,904,000 'BE, 304 000
Dokumen Rekomendasl  Forensik Digial Penanganan Fertama Bulll
&nalisis Siber di Bidang Elektronik kepada UPT
Saxdizan Farmasl dan Badan POM
Fangan Olahan
12. DRE3BECKE.DO1 054 - Peralaian A - Perpanjangan Lisensi 1E50,01E,000  1,6E0,008,000
Dokumen Rekomendasl — Texnis
&nalisis Siber & Bidang
Sadiaan Farmasl dan
Fangan Olahan
T3. DRE3BEQKE.DOT- 055 - Dukungan A - Kooroinash dan 658,335,000 696,335,000
<! glatan Siber Operasional Keglatan Siber
Analisis Siber 0i Bidang  Sediaan Farmasi
Sadiaan Farmasl dan dan Fangan Olahan
Fangan Dlaban
M.  DRE38E.OHE.DOT - 055 - Dukungan 8 - Ferwertaan Keglatan 139,936,000 139,535,000
D g ‘Sibar Badan POM dan Lintas
Analisiz Siber di Bidang  Sediaan Farmasi Seiior
Sadiaan Farmasl dan dan Fangan Olahan
Pangan Olahan
15. DRE3BECKBE.DNOT - 055 - Dukungan C - PelatiFan Siher Sedisan E55,580,000 ‘655,580,000
i glatan Siber Farmasi dan Fangan Olahan
Analisiz Slher di Bidang  Sediaan Farmasi
Sadizan Farmasl dan dan Fangan Ddahan
Pargari Olakan
6. DRE3EECHE.DD 055 - o o- ol =i 50,001,000 50,001,000
O ‘Sihar Dl Bidang Penindakan
Analisiz Slber di Bidang  Sediaan Farmasi
Saxdizan Farmasl dan dan Fangan Diahan
Pargar Olakan
17. DRATIE.EKEOOZ - 051 -F A-F Kagiatari 187 867,000 1EF.EST 000
Dokumen analisis Analisis Pengamanan Dalam Rangka
Ty g Peng gan Operasi
operas intelfen Obat Diparasi imelien IntelljeryFenindakan Obat
dian Makanan Obat dan Makanan dan Makanan
. DRATEEBKEOOZ - 051 - Pelaksaraan B - Eimbek untuk Pegawal 72,581,000 FZ5E1.000
Dokuimen e Eekiranik mengd AR SR B
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INDIKATOR

TABGET

Baganan KiRER1A
PEOGEAM PROGEAM BOT 802 B03 EOL BOE BOE EOF BOE EODS EW an Bz ANGCGARAN
WO RO EdkiPONEH SUE KOMPONEN AHECARAK EONTEBUS
par g Pang gan
operasi imteljen Obat Oiparasi telien
dan Makanan Obat dan Makanan
™. DRATEEBKEDOOZ - 051 - Pelaksaraan G - Koondinasi dengan 215,920,000 215,520,000
Dokuman analisis Analisis Lintas Selchor Dalam Rangka
. F an F Inteljen BFOM
operas intelfjen Obat Oparasi irnelen
dan Makanan Obat dan Makanan
20. DRATIE.EKE.DOZ - 051 - Pelaksaraan H - Dulursgain Adminisirasi 233,097,000 233097000
Dokuman analisis Analisis Heglatan
Py F an
operasl intelfjen Obat Oparas irnelen
dan Makanan Obat dan Malkanan
21 DRATIE.EKEDOZ - 051 -F E-F dani 128,585,000 128, E85,000
Dokumen analisis Analisis Penyusunan Data Basic
P 0 g Wgan Descripthe Intelligenioe
operasi inteljen Obat Operas] nelfen [1:5 ]
dian Makanan Obat dan Malkanan
2. DRATIE.EBKE.OOZ - 051 - - Oiperaz] 251,925,000 251,525000
Dokumaen analsis Analisis Intefjen Tematk
Py c B 7
oparasi inteen Doat Operasi inmeifen
dian Makanan Obat dan Malanan
23 DRATIE.EKE.OOZ - 051 - - 115,575,000 TI5,575,000
Dokuman analisis Analisis Inteljen Tabwran Bidang
[==g= il Peng i Obat dan Makanan
operasi imteljen Obat Oiparasi telien
dian Makanan Obat dan Malanan
24. DRATIE.EBKE.OOZ - 051 - Pelaksanaan F - Steering dan Coaching 168,552,000 165 E52 000
Dokuman analisis Analisis Clinic Kegiatan) Operasi
ey L rang Fan Inbeljen di UFT
operas intelfjen Ohat Oparasi rneljen
dan Makanan Obat dan Makanan
35 DRATIEEBKELMM - 052 - Pemencanaan A - Paffjusunan 20,730,000 20,730,000
dal irtelfjon g Operas| Per
ang Berkualitas Intelijen Bidang
Obat dan Malanan
2E. DORATIEBEBLMM - 053 - Pelaksanaan A - Keglatan Operasl 1,305,593,000  1,306,653,000
dasl Irreljen Operas| Inteljen Obat dan Makaran
‘ang Berualitas Irtedjen Obat dan
Klakanan
Z7. DRATIE.EKELMM - 054 - Evaluasi A - Parijusunan Evaluasi 20,500,000 20,800,000
dasi Imeljen 9 Operasi
‘Wang Beruualitas Ircedjen Obat dan
Klakanan
2B DRATZABGOOT - 054 - Monioning C - Supervisi Pencegahan 144922000 144,527 000
Rekomandas] cegah dan evaluzs kirerja  Fejahatan Obat dam
taragical ik Obat g
dian 31 Dt dan
Mizkanan
25,  DRANZABGODOT - 51 - P &-F dian Petugas 122,174,000 122174,000
Rekomendas] cegah analisis kejahanan Analsis Kejahatan Obat dan
tamgial kejahatan Obat  Obat dam Malkanan Kakanan
dian Makanan

Dodourrsan ini {elsh ditard st
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TARGET

INDIKATOR
SASARAN KINERJA
PROCRAM PROCRAM BOY BS02 BO3 ©BO4 B05 BOS BO7 B0 BO9 BW BN 812 ANGGARAN
NO RO KOMPONEN SUS XOMPONEN ANGGARAN KONTRIBUSI
30. DRANZAEGO00T - 054 - A - Penyy ag) £0,072,000 £0,072,000
Rekomendasl cegah dan evaluasi Kinerja  Badan FOM dan Lintas
tangial kelahatan Obat  pencegahan Sektor
dan Obat dan
Makanan
3. DRANZAEGOOT - 053 - Penggalangan A - Operasionalisasi Aksi 105,364,000 105,364,000
cegah daam gahan dan
tangial kejphatan Obat  rangka pencegahan Rantal Pasok
@an Otatdan  Bahan Berbahaya / Bahan
yang
sebagal Seclaan Farmasi
dan Pangan Olahan
32. DRANZAEGOO! - 051- B- B gan Teknis 44,258,000 44258000
Rekomendasi cegah analisls 9 Obat
tangkal kejahatan Obat  Obatdan Maikanan  dan Makanan
gan Makanan
33 DRANZAEGOOT - 053 - Penggalangan 8 - Kampanye Dighal daam 48,353,000 148,163,000
cegah dam  rangka Cegah Tangka
tangkal kejphatan Obat  rangka pencegahan  Kejahatan Obat dan
can Otat dan
Makanan
34. DRANZABGOOT - 054 - Q 8-D 333574000 338,574,000
Rekomendas! cegah dan evaluast kinerja  Keglatan
tangial kejshatan Obat  pencegahan
dan Otat dan
Makanan
35. DRAVIZ.ABGO0Z - 051 - Penyusunan A - Perkuatan proses 200,322,000 200,322,000
Laporan Kerawanan Laporan
Kefahatan Obat dan o5l Obat dan efal Obat
Makanan Makanan dan Makanan
36. DRANTZABGO002 - 051 - Penyusunan C - Forum 543, 548,520,000
Laporan Kerawanan Laporan gal Obat
Kejahatan Obat dan Kelbhatan Obat dan  dan Makanan
Makanan Makanan
37. DRANZABG.O02 - 051~ B-C 137,929,000 137,929,000
Laperan Kerawanan Laporan Kerawanan  pemantaatan hasd peta
Kefahatan Obat can oyt Obat dan Obat
Makanan Makanan dan Makanan
38. DRANIZAEG.O01 - 053 - Penggalangan D - Perkuatan pencegahan 135358000 136,359,000
cegah dabm  px produk Obat dan
tangial kephatan Obat  rangka pencegahan  Makanan patsu melakd
dan Obatdan  penggalinagan pemangku
wgan dan
operasionalisasi Sentra
Informasi Obat can
Makanan Palsu
35. DRANZAEGOOT- 053 - Penggalangan  C - Operasi Pencegahan 133,044,000 138,044,000
cegah daaim fal Obat dan
tangkal kejphatan Obat  rangka pencegahan  Makanan
can Otat dan
Makanan
42. DRANZABGOOT - 051~ c- ol Bahan 569,175,000 565,175,000
Rekomendasi cogah anaisic kejahatan Keterangan dalam rangka
tangial kejphatan Obat  Obat dan Maianan Penyusunan Analisis
dan Makanan Kajahatan Obat dan
Makanan
Dokumen ini tefah dit Qani secara sertificat

mengg
yaryg Glerbitkan oleh Baksi Besar Sertifikasi Elekironi (BSrE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSSN).
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INDIKATOR

TABGET

LaLakan WIRER 1A
PEOGEAM PROGEAM BOT 802 B03 B04 B0E BOE EOF BOE EODS EW an Bz ANGCGARAN
WO RO WOk O NEH SUE KOMPONEN AHGCARAN KON TEIBUS|
43 DRANTABGOD - 053 - Penggs g E-O 130,286,000 130,436,000
das| cegah dabm  pemcegahan terading
tamgial kejahatan Obat  rangka o i jpada prog
dan Dtatdan  MBG malaki penggalangan
Miakanan pemangiu kepartingan dan
sosklisasi peningkatan
Inbegritas pasokan bahan
NEG
44 DRANTABGOON - 054 - & e - 540 54,000,000
Fesomendas| cegah dan evaluasi kinerfa  Bagl Petugas Direktorat
targical kefahatan Obat  pencegahan Casgak Tamgical
dan 3| Diad dan
Miakanan
45 DRE3BEOKE.DOZ - 051 - Penencanaan C - Pertemuan 135,374,000 135,374,000
Dokumen Hasil dan Felaksanaan Pemberdayaan Komenitas
Monitoring dan EKeglatan Patroll Siber Peredaran Sadiaan
Evalus Rekomendas Siber Obat dan Farmasl dan Pamgan Olaan
Tindak Lanjet Patroll Miakanan
Slbarr Sasdiaan Fanmasi
dian Pargan Dhakani
46, DRE3BE.OXBO0Z - 052 - Monitoring A - Rapat Analisis dan 28,377,000 39377000
Dokuman Hasil Bahan Evaliasi Evwaluasl Intennal Hasl
Monitoring dan Keglaian Patroli Patroli Siber
Evalus| Rekomendas Shher Obat dan
Tindaik Lanjut Fatroll Klakanan
Sk Sasdizan Farmasi
dan Pangan Charan
47. DRE3BE.QNE.DO1- 053 - Keglatan D - Rapat Kerja Teknis dan 58,372,000 58,372 000
D Duigital Pembinaan Kinerja Petugas
Analisiz Siber di Bidang Siber BFOM
Esdiaan Farmasl dan
Farngan Olaran
4B,  DRE3BECKE.D]T - 052 - Profiling A - Rapat Perencaniaan dan 7,280,000 7,790,000
D 2 Slbar Ewaluasl Tindak Lanjes Hasll
Analisiz Siber di Bidang  Sediaan Farmasi Prodling Kejahatan Siber
Eadiaan Farmasl dan dan Fangan Oahan Sedliaan Farmasl dan
Fangan OlaFan Fangan Olahan
or - 16 - Milal B6.4 TTE1E.DO0
Tersujudrya Pamibangunan
Tata ketoly 71 Dapani
Pemerintaban  Bidang
serta Penindakan
pelayanan
il Linit
L ] KOMPOMEN SUE KOMPONEN ANGOARAN  KOMTEIBUS)
Ovganisasi
¥ang 1. DRATTEFE.000- 054 - Pelaksanaan B - Femantauan dan 8,742,000 287000
Laparan F Evaluas Kinerja
penindakan Obat dan Pelanggaran Hulm di
Rzkanan Bidang Peredaran Obat
dan Makanan melaul
‘Sibar
4. DR.ATTEKE.000- 053 - Pelalsanaan B - Periosatan Fenarapan 8,748,000 2187000
Laparan koondnasl Enoedinasl Penyidican OMAS Parryidiican
penindakan Obat dan Tindak Fidana di Eidang
Makanan ‘Obat dan Makanan
5 DAATITEKEO0 - 052 - Felakzanaan 2 - Implemantazi RE, , S1ESE 000 12,964,500
Laporan koordnas! Kooedinas Inteijen Dbat  SAMIF, Manrisk, Pelayanan
penindakan Obat dan dan Makanan Publii, dan Media Soslal
Dok WARRY diard st i v aladdrnn ks asiiit slskiron

Laporan Interim TW 1 2026
Deputi Bidang Penindakan




INDIKATOR

TARGET

SASARAN EiRERLA
PEOGRAM PROGEAM BOT B0z B03 B0& B0 BOE EBOF BOE EBOS EWD an B1Z ANCGARAN
L] KOMPOMEN S KOMPONEN ANGOARAN  KOMTERIBUS)
Lingkungan Dinzktorat
Inteljen Obat dan Malkarar
& DARATTEER.00 - 051 - Pelaksanaan B - Implerne=niasi RE, SPIFT, 55 TEL D00 13,547,000
Laporan koordinasi Koordinasl Pencegahan SAKIP, Manrisk, SWT di
penindaican Obat dan Kejahatan Obat dan Lingkungan Direkiorat
Aakanan Makanan Casgal Tamgical
I DR.A1TTBKE.000 - D54 - Pelaksanaan T - Perkuatan JMS dan F1LET0,000 5,457,500
Laparan koondinasi F SFIFT Slbar Obat
penindaican Obat dan Pelanggaran Hulosm di dan Makanan
Nakanan Bitang Peredaran Obat
dan Makanan melalul
Sibar
8. DRATEER.00N- 053 - Pelaksanaan iC - Peningiatan Evaluaszi 9,378 000 2,344 500
Laparan Pany
penirdaian Obat dan Tindak Fidana di Bidang
Makanan ‘Oban dan Makanan
8 DR.A178KE.000 - 052 - Felaksanaan & - Perryusunan Frogram 26,244 000 5,551,000
Laporan koordinasi Koordinasl Intelfen Obat  dan Anggaran
penindakan Obat dan dan Makanan
Makanan
0. DRATITBEKE.000 - D54 - Pelaksanaan & - Peryyusunan Frogram 4,374,000 1,053,500
Laporan koordinasi Kpordinasi Pemantasan Hegiatan dan Fenganggaran
penindaican Ohat dan Pelanggaran Hulom di
Nakanan Bitang Peredaran Obat
dan Makanan melalul
‘Sibar
12 DRATITEER.00N - 053 - Pelaksanaan D - Pemyusunan LAKIF dan 22,500,000 5,625,000
Laparan Pany LAFTAH, Monitoring
penirdaian Obat dan Tindak Fidana di Bidang Evaluasl Kegiartan
Rzkanan ‘Oban dan kMakanan
13 DRATITEKE.000 - 054 - Felaksanaan D - Penerapan Marajemen 35,370,000 B,B4Z 500
Laporan koordinasi Koordinasl Femantasan FFID dan Implementasi RE
penindaian Obat dan Pelanggaran Hulosm di
Aakanan Bidang Peredaran Obat
‘dan Makanan melalul
Shhar
14 DAATTEKE00T - 053 - Felaksanaan & - Perjusunan Frogram 4,374,000 1,083,500
Laporan koordnas! Koordinas! Fenyidian dan Anggaran
penindakan Obat dan Tindak Fidana di Bidang
Nakanan ObaT dan Makanan
15 DRATTEER.00N - 051 - Felasanaan A - Parrjusunan Frogram, 67,235,000 15,309,000
Laparan koordinas] Koordinas Pencegahan Anggaran dan Apal
penirdaian Obat dan Kejahatan Ofat dan Mingguan Dinslciorat Cegah
Makanan Makarnan Tanighal
17 - Milal AKIP -1 77,616,000
Depesti Bidang
Pardndakan
L] KOMPOMEN ZUE KOMPONEN ANGOARAN  KOMTRIBUSH
1 DR A1T7BER.0010 - 054 - Pelaksanaan & - Paryyusunan Frogram 4374000 1,053,500

Laporan koordnasi Koordinas Femantasan  Eegiatan dan Fenganggaran
penindaican Obat dan Pelanggaran Hulosm di
Makanan Eidang Peredaran Obat

dan Makanan melsul

‘Siber

Dokurmen ini elsh ditandat

g mengg
yang diterbilkan oleh Balsi Besar Sertifikasi Elekironi (BSrE), Badan Siber dan Sand Negara [BSSH).
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INDIKATOR

TABGET

Baganan KiRER1A
PEOGEAM PROGEAM BOT 802 B03 B04 B0E BOE EOF BOE EODS EW an Bz ANGCGARAN
L -] ROMPOMEN EUE KOMPONEN ANGOARAN  KOMTEIBUS)
2. DRATEER.00 - 051 - Pelaksanaan B - Implema=niasi RE, SPIFT, 55754 000 13,547,000
Laporan koordinasi Koordinas Pencegahan SAKIP, Manrisk, SWT di
penindaian Dbatdan  Kejahatan Otat dan Lingkungan Dinzktorat
Makanan Makaran Cagah Tangial
3. DR.ATTBKEO00 - D51 - Pelaksanazn & - Parryusunan Frogram, 161,235, 000 15,308,000
Laporan koordinasi Koordinasl Fencegahan Anggacan dan Apel
penindaian Dbatdan  Kejahatan Dtat dan MAingiguan Dirsitorat Cegah
Bdakanan Makanan Tangial
4. DRATTEERO0M - 054 - Felaksanaan D - Penerapan Marajeman 35,370,000 B,B42 500
Laporan PFID dan Implementasi AE
penimdaian Dbat dan  Felanggaran Hulm di
Rzkanan Bidang Peredaran Obat
dan Makanan melalul
Elbar
5. DR.ATTEER.000 - 054 - Pelaksanaan G - Perkuatan JMS damn 1570000 5,457,500
Laporan koordinasi i SPIFT DN Siber Obat
penindaian Obat dan Pelanggaran Hulosm di dan Makanan
Makanan Eidang Peredaran Obat
‘dan Makanan melalul
Sibar
6 DRLANTEEBE.000- 053 - Pelaksanaan & - Pafrjusunan Frogram 4374000 1,023,500
Laporan koordnas! Koordinas! Fenyidian dan Anggaran
penindakan Obat dan Tindak Fidana di Bidang
Bdakanan ‘Obai dan Makanan
I DA.A1TTEER.000 - 052 - Pelaksanaan & - Paryusunan Frogram 2E,244 000 6,551,000
Laparan koordinas] Koordinas Intelfen Dbt dam Angigaran
penindaan Obat dan dan Makanan
Rzkanan
B DRATTEER.O0 - 052 - Pelaksanaan B - Implema:niasi BB, |, 51,B58,000 12,564 500
Laporan koordinasi Koordinasl Intelfen Obat  SAKIF, Manrisk, Pelayanan
preniredakian Dbt dan dan Makanan Pubili, dan Media Scslal d
Makanan Lingkungan Dinektorat
Inteljen Obat dan Makanan
‘8 DAATEER.00 - 053 - Felaksanaan B - Ferinadan Penerapan 8,748,000 2,157,000
Laparan koondnasl Enoedinasl Penyidican OMAS Parryidiican
penindakan Obat dan Tindak Fidana di Eidang
Makanan ‘Obat dan Makanan
0. DRATITEEE.000 - 054 - Pelaksanaan B - Femantauan dan 8,743,000 227,000
Laporan koordnas! F Kinerja
penindaican Ohat dan Pelanggaran Hulom di
Makanan Eidang Peredaran Obat
dan Makanan melalul
‘Sibar
. DRATTEER.000- 053 - Pelaksanaan iC - Peningiatan Evaluaszi 9,378,000 2,344 500
Laparan Pany
penirdaian Obat dan Tindak Fidana di Bidang
Makanan ‘Oban dan Makanan
12,  DRATITEKE.000 - 053 - Felaksanaan D - Penyusunan LAKIF dan 22,500, 0040 5,EZ5000
Laporan koordinasi Kooredinasi Penyidican LAFTAH, Moritaring
penindakan Dbatdan  Tindak Pidana l Bidang  Evaluasl Kegiatan
Aakanan ‘Oban dan kMakanan
18 - Hilal 3 TTE1E.DO0
Kinerja
Anggarari
Depesi Bidang
Panindakan
Diodourrsan ini {elsh ditardat i Secara ebekironik menggunakan serifkal elekironik

Laporan Interim TW 1 2026
Deputi Bidang Penindakan




INDIKATOR

TARGET

SASARAN EiRERLA
PEOGRAM PROGEAM BOT B0z BO3 BDa B0S BOE EBOF BOE EBOS EWD an B1Z ANCGARAN
L -] ROMPOMEN SUE KOMPONEN ANGOARAN  KOMTERIBUS)
1. DA.A1TTEKE.000 - 054 - Felaksanaan G - Perkuatan JMS dan Z1ET0,000 5,457,500
Laparan koordnas] SFIFT N Elber Obat
penindaican Obat dan Felanggaran Hulom di dan Makanan
Makanan Eidang Peredaran Obat
dan Makanan melsui
Shhar
1. DRATEEB.O00- D52 - Pelaksanaan B - Implemniasi RB, , 51,B53,000 12,564 500
Laparan koordinasi Koordinas Intelfen Oba SAKIF, Manrisk, Pelyanan
penindakan Obat dan dan Makanan Publiik, dan Media Soclal &
MAakanan Lingkungan Dinektorat
Inteljen Obat dan Malkarar
3.  DRATTEER.00 - 051 - Pelaksanazn B - Implema:=niasi RE, SPIFT, 55754 000 13,547,000
Laparan koordinasi Koordinas Pencegahan SAKIF, Manrisk, SWT di
penindaican Obat dan Kejahatan Obat dan Lingkungan Direkiorat
Makanan Makanan Cagah Tamgical
4. DRANTEKR.00 - 053 - Felaksanaan A - Parrjusunan Program 4,374,000 1,063,500
Laporan koordinasi Koordinasi dan Anggaran
penindakan Obat dan Tindak Fidana di Bidang
Bdakanan ‘Obai dan Makanan
B DR.ATTEERO00 - 053 - Felaksanaan B - Ferioatan Penerapan 8,748,000 2187000
Laparan i MRS Parryidiican
penindaan Obat oan Tindak Fidana o Eidang
Rzkanan ‘Oban dan kMakanan
I DAR.A1TTBER.000 - ‘053 - Pelaksanaan G - Peningiatan Evaluasi 9,378,000 2,344 500
Laporan koordinasi Feny Binokrasi
penindakan Obat dan Tindiak Fidana di Eidang
Makanan ‘Obat dan Makanan
8. DRATEER.00N- 053 - Pelaksanaan D - Pemysunan LAKIF dan 22,500,000 5,625,000
Laparan Pany LAFTAH, Monitoring
prenimdakan Obat dan Tindak Fidana di Bidang Evaluas Keglatan
Bdakanan ‘Obai dan Makanan
8 DR.A17BKE.000 - 051 - Pelaksanaan & - Perryusunan Frogram, 61,235,000 15,309,000
Laporan koordnas] Koordinas Pencegahan Anggaran dan Apal
penimdaian Dbatdan  Kejahatan Otat dan nAngguan Direktorat Cegah
Makanan Makarnan Tanigical
0. DRATITEEE.000 - ‘054 - Pelaksanaan [ - Penerapan Marajeman 35, 30,000 B,B42 500
Laparan koordinasi Koordinasl Femantauan FFID dan Implementasi RE
penindaican Obat dan Pelanggaran Hulom di
Makanan Eidang Peredaran Obat
dan Makanan melalul
Sibar
. DRATBKE.O00 - ‘D54 - Pelaksanaan & - Paryyusunan Frogram 4,374,000 1,053,500
Laporan koordinasi Koordinasl Femantauan Hegiatan dan Penganggaran
penindakan Dbatdan  Felanggaran Hulm di
Bdakanan Eidang Peredaran Obat
dan Makanan melaul
‘Siber
1Z2. DA ATTEKE.000 - 054 - Felaksanaan B - Femantaian dan 8,748,000 2187000
Laparan Evaluas Kinerjs
penimdaian Dbatdan  Felanggaran Hulm di
Rzkanan Bidang Peredaran Obat
dan Makanan melsui
Elbar
Dicsbasrmen i fedah dilandal i secaa sekhorik menpgunakan seriical skekdron
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INDIKATOR

TABGET

LaLakan WIRER 1A
PEOGEAM PROGEAM BOT 802 B03 B04 B0E BOE EOF BOE EODS EW an Bz ANGCGARAN
L -] KOMPOMEN U KOMPONEN ANGOARAN  KOMTEIBUS)
13,  DR.ANTEER.00N - 052 - Felaksanaan & - Peryyusunan Program 26,244 000 5,551,000
Laporan koordinasi Koordinasl Intelfen Obat  dan Anggaran
penindakan Obat dan dan Makanan
Makanan
19 - Indeks 28 TTE1E.DO0
Manajemen
Fisko Deput
Eidarg
Penindakan
L ] KOMPOMEN SUE KOMPONEN ANGOARAN  KOMTEIBUS)
1. DRATTEKE.000- 051 - Felasanaan B - Implemesntazi RE, SPIFT, 55,754 000 13,541,000
Laparan koordinas] Koordinas Pencegahan SAKIF, Manrisk, SMT di
penindakan Obat dan Kejahatan Obat dan Lingkungan Dinektorat
Makanan Makaran Casgal Tamgial
3. DRATTEEE.O000- 053 - Pelalsanaan D - Penyusunan LAKIP dan 23, 500,000 5,625,000
Laporan koordinasi Koordinasl Penyldian LAFTAH, Monitoring
penindaican Obat dan Tindak Fidana di Eidang Evaluasl Kegiatan
Makanan ‘Obat dan Makanan
4. DR.ATTEEE.O0N - 054 - Pelaksanaan & - Peryyusunan Frogram 4 374,000 1,083,500
Laporan koordnasi Koordinasl Femantauan Eegiatan dan Fengarggaran
penindaican Ohat dan Pelanggaran Hulom di
MAakanan Bitang Peredaran Obat
dan Makanan melaul
‘Siber
5 DAATTEKE.000- 052 - Pelaksanaan B - Implermentazi RE, , 51, B58,000 12,564 500
Laparan koordinas] Koordinas Intelfen Dbt SAKIF, Manrisk, Pebyanan
penirdaian Obat dan ‘dan Makanan Pubiik, dan Madia Soslal &
Makanan Lingkungan Direktorat
Intefjen Obat dan Makaran
6 DRATTEER.00N- 053 - Pelaksanaan iC - Peningiatan Evaluaszi 9378000 2,344,500
Laporan koordinasi Feny
penirdaian Obat dan Tindak Fidana di Bidang
Bdakanan ‘Obai dan Makanan
A DR.41TTEKE.00 - 053 - Pelaisanaan B - Ferioatan Fenarapan 8,748,000 2187000
Laparan koondnasl Enoedinasl Penyidican OMAS Parryidiican
penindaan Ohat dan Tindak Fidana o Eidang
Rzkanan ‘Oban dan kMakanan
B DR.ATTEKE.O000- ‘054 - Pelaksanaan B - Pemantauan dan 8,748,000 2187000
Laporan koordinasi i Evaluasi Kinerja
penindaian Obat dan Pelanggaran Hulosm di
Makanan Eidang Peredaran Obat
dan Makanan melalul
Sibar
9. DRATEER.00N- 054 - Pelaksanaan C - Parkuatan OMS dan 21.570,000 5,457,500
Laparan F SPIPT N Slber Oibat
penindaican Ohat dan Pelanggaran Hulom di dan Makanan
Bdakanan Eidang Peredaran Obat
dan Makanan melaul
‘Siber
. DR.ATITEEB.000 - 051 - Felaksanaan B 161,235,000 15,309,000
Laparan koondnasl Enoedinasl Pencegahan Engoaran dan Apal
penindaian Obat dan  Kejahatan Ooat dan Minggaan Direscorat Cegah
Makanan Makarnan Tanigal
. DAATTEKE00 - D54 - Felaksanaan D' - Penerapan Manajemen 35,370,000 B,B42 500
Diskurren HPREES : :
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SASARAN
WD PREOGRAM

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM BO1 BDZ

[penirdaican Obat dan

DR.ANTEFE.000 -
Laparan koondinas]
penindakan Obat dan

DRANTEEE.00 -

TARGET

BJ3 B4 B05 BOE BOF BOE EBOE EW BN B1z AMGGARAR
KOMPOMEN s KOMPONEN ANGOARAN  KOMTERIBUSH
Pelanggaran Hulom di
Bidang Peredaran Obat
dan Makanan melalul
‘Sibar
053 - Felaksanaan & - Perryusunan Frogram 4 374000 1,053,500
Enoedinasl Penyidikan dam Angigaran
Tindak Fidana di Eidang
‘Obat dan Makanan
052 - Felaksanaan & - Paryyusunan Frogram 26,244 000 5,551,000

Laporan koondinas! Kooedinas Intefjen Obat  dan Anggaran
penindakan Obat dan dan Makanan
Makanan

Dokurmen ini ielsh ditandat i SeGara elekiror kan seifilal elekironik
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Lampiran-3. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Megare Mo_ 23 Jokorta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (D21) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax - 4245139

BADAN POM Email : holobpom@pom,. go.id ; Website | www.pom,go.id

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HK.02.01.6.10.25.14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINER.JA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

p

Menimbang bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Deputi Bidang Penindakan pada Tahun
2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang

Penindakan Tahun 2026;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Deputi Bidang Penindakan tentang Rencana Kinerja
Deputi Bidang Penindakan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan MNasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3.  Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

i rdatargani secara hekironik menggunakan seifial sekironik
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-2 .
Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian /Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7.  Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN

Dekirnen iri belah ditandatargani secara ehekirerik menggueian serifical eleklronik
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2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi
Bidang Penindakan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut
dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
merupakan acuan bagi Deputi Bidang Penindakan dalam
melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran
tahun 2026.

Ketiga :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2025

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TUBAGUS ADE HIDAYAT

D i belah ik i secars menggunakan serifiuat elektronik
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
NOMOR HE.02.01.6.10.25.14 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KINER.JA DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TAHUN 2026
SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET
Keberhasilan Persentase Keberhasilan 75

Penyidikan Kejahatan | Penyidikan Kejahatan Sediaan
Sediaan Farmasi dan Farmasi dan Pangan Olahan

Pangan Olahan
Deteksi Kejahatan di Persentase Rekomendasi Deteksi 76
Bidang Sediaan Kejahatan Sediaan Farmasi dan

Farmasi dan Pangan Pangan Olahan yang Optimal
Olahan yang Optimal

Terwujudnya Tata Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi 86,4
Kelola Pemerintahan Bidang Penindakan
Deputi Bidang
Penindakan yang Nilai AKIP Deputi Bidang 76,77
optimal Penindal
Nilai Kinerja Anggaran Deputi 5
Bidang Penindakan
Indeks Manajemen Risiko Deputi 3,05
Bidang Penindakan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TUBAGUS ADEE HIDAYAT

Dekirnen iri belah ditandatargani secara ehekirerik menggueian serifical eleklronik
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Lampiran-4. Indikator Kinerja Utama Tahunan Deputi Bidang Penindakan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Megara Mo.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 420047, Ext. 1101, 1102; Fax: (021) 4200147

BADAN POM Email: direktorat.cegahtangkal@pom.gaid YWebsive: www pom.goid

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAK AN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
MOMOR HEK.02.02.6.02.26.02 TAHUN 2026
TENTANG INDIKATOR KINERIA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Menimbang : bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas
kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 4 avat (1) Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERAWM.PAN/S/2007 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Tahun 20235-2029 di Deputi Bidang Penindakan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden NMomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PERAMM.PAN/S/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri MNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/2ZIMML.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

4_ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat das Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

Dokurmen ini =lah ditandalanzani s=cars slekironis menggunakan sedifikal sleksonis
i Sertifisasi Elekiranik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (ESSN),

B
e
i
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22
tahun 2020 tentang Organisasi das Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151)

6. Rancangan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tahun 2025-2029.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Indikator Kinerja Utama
Kedeputian Bidang Penindakan Tahun 2025-2029
Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

di Deputi Bidang Penindakan vang selanjutnya disebut Indikator Kinerja
Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran,
monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Kedeputian Bidang
Penindakan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tangal 11 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2026

DEPUTI BIDAMG PENINDAKAN
= 0]

Crokument ini telah ditandatansant secara slekironis menggunakan serifkat sheksonis
yang diterbitsan oleh Dalai Besar Sertificasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN),
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SP1

Sp2
21

il
32
33
i4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR HEK.02.02.6.02.26.02 TAHUN 2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEDEPUTIAN BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 20235-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029

Keberhasilan Peavidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sedizan Farmasi dan Pangan Olahan
Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan vang Optimal
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang
Optimal

Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan dan pelavanan publik Unit Organisasi vang
prima

Milai Pembangunan Z1 Deputi Bidang Penindakan

Nlai AKIP Deputi Bidang Penindakan

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dakumen ini belah dilanda) i apara alekh Wﬂlum
yang diterbitican aleh Balai Besar Sertifiasi Elestranik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSH).
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Skl

Sk1

21

SK 3
il
32
33
i4

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2025-2029

Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektil

Persentase Rekomendasi cegah tangkal vang ditindaklanjuti

Tersedianya data Kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan vang
valid

Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan (Mahan yang
tervalidasi

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi vang optimal

Nilai Pembangunan Z1 Direktorat Cegah Tangkal

Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Crokument ini telah ditandatansant secara slekironis menggunakan serifkat sheksonis
yang diterbitsan oleh Dalai Besar Sertificasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN),
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Skl

21
Sk 3
il
32
33
i4

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

Meningkatnva Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan
(Mahan yvang Dimanfaatkan

Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
yang Dimanfaatkan

Terlaksananva Monitoring Pelanggaran/kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan
Pangan (Mahan vang Efektil

Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan vang Ditindaklanjuti
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang optimal

Nilai Pembangunan Z1 Direktorat Siber

Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Sesuai Standar

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber

Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dakumen ini belah dilanda) i apara alekh Wﬂlum
yang diterbitican aleh Balai Besar Sertifiasi Elestranik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSH).
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

Sk 1 Terlaksananya Penindakan Kejahatan (Obat dan Makanan vang efekiil

1.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sedizan Farmasi dan Pangan (lahan oleh
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

1.2 Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan vang ditindaklanjuti

SK2 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi vang optimal

3l Nilai Pembangunan Z1 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

32 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan sesuai standar

33 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan

34 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

DEFUTI BIDANG PENINDAKAN,

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandsl i SRcara elekl wmmuﬂlum
yang diterbitan oleh Balsi Besar Sertifiasi Elsktranik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (ESSH).

100
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Skl

Sk

21
Sk 3
il
32

i3
i4

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT INTELLIEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

Hasil Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yvang Berkualitas

Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti

Tersedianya profil jaringan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan vang
akurat

Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Terpetakan
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi vang optimal

Nilai Pembangunan Z1 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Sesuai
Standar

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dakumen ini belah dilanda) i apara alekh Wﬂlum
yang diterbitican aleh Balai Besar Sertifiasi Elestranik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSH).
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR HE.02.02.6.02.26.02 TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEDEPUTIAN BIDANG
PENINDAKAN TAHUN 20235-2029

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2025 - 2029

NAMA INDIKATOR:
1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Unit Organisasi :  Deputi Bidang Penindakan

Level Unit Organisasi : ()Leveld (V) Level 1 () Level 2

Status Indikator . (%) Prioritas Masional () Non Prionitas Nasional

Sasaran Program (SP) :__Kkeberhasilan Penyidikan kejahatan Sediaan Farmas: dan Pangan (Olahan
Definisi Indikator kinerja : a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menunot
Sasaran Program (IKSP) cara vang diatur dalam KUHAP untuk mencan serta mengumpulkan bukt:

vang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap
dalam proses penvelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara
dalam proses penyidikan, vaitu dengan pembagian bobot berturot-turut:

1. SPDP Surat Pembenitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%

2. Tahap | Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum JPU
sehesar 408G

3. P21 Berkas Perkara dinvatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
sehesar 30%, dan

4. Tahap 2 Penverahan Tersangka dan Bamng Bukt kepada Jaksa
Penuntut Umum) sebesar 15%

c. Sectelah atu, dilakukan pembobotan  terhadap 4 (empat) tahapan
penyelesaian berkas perkara sebagan benkut:

(Jumlah Perkara SPDF x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap | x (.55 + Jumlah
Perkara P21 x .85 + Jumlah Perkara Tahap 11 x 1)/ Jumlah Target Perkara
x 100%

d. Nila p:}rrﬂmhmn tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3,
apabila perkara yang sedang ditangan diterbitkan SP3 maka milm bobot
perkara tersebut sama dengan jumlah mlai bobot sampai dengan tahapan
terakhir vang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

¢. Perkara carryover vang dihitung menjadi capaian perkara merupakan
seluruh perkara vang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara
carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses
penctapan DPO atou sudah ditetapkan $P3, pada bulan selanjutmya, Perkara

Crokument ini telah ditandatansant secara slekironis menggunakan serifkat sheksonis
yang diterbitsan oleh Dalai Besar Sertificasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN),
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dengan tersangka vang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam
laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalu Aplikas: Dashboard
Pemindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardeopy.

f. Capaian dihitung berdasarkan perkara tahun berjalan dan perkara carry
over vang ditangami oleh PPNS di Direktorat Penyidikan Obat dan
Makanan serta PPNS di UPT Badan POM.

Cara Perhitungan dan Formula

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penvelesman berkas perkara sehagm
berikut :

(Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap [ x0.55 + Jumlah Perkara
P21 x (L85 + Jumlah Perkara Tahap I1)

Satuan Pengukuran

(" )Persentase { ) Milm

Sumber data

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan UPT Badan POM Bidang

Metode Cascading

Penindakan
{ ) Lingkup { ) Komponen {+) KPl Sendin
Pembentuk

Polanisas:

{ ) Adopsi
() Stabilize

Krtera

Langsung Dipersempit
{ ) Lead Proses

(¥) Lag Output_{ ) Lag Input

Penode Pelaporan

(V) Maximize () Minimize
{ ) Semesteran

() Bulanan %) Triwulan { ) Tahunan

Erckuenz Tarset Erckuens Bealisasi
*  Dusi Muolai dan BO3-B12 = Dhisi mulai dan BO3-B12

| Penangpung Jawab Data

Direktorat Penvidikan Obat dan Makanan

Mama Sasaran Strategis Atasan

Terwujudnya Penegakan Hulkum vang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan (Mahan

Nama_IKU_Atasan (IK55)

Indeks Efektivitas Pencgakan Hukum Kejahatan Sediasn Farmasi dan Pangan
Olahan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dakumen ini belah dilanda) i apara alekh Wﬂlum
yang diterbitican aleh Balai Besar Sertifiasi Elestranik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSH).
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NAMA INDIKATOR
2. Persentase Rekomendasi Detebsi Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Optimal

LInit Orzanisasi : Deputi Bidang Penindakan

Level Unit Organmisas: : () Level O (¥ ) Level 1 () Level 2

Status Indikator . () Prioritas Nasional () Non Prioritas Nasional

Sasaran Program (5F) : Detelsi Keyahatan di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan vang
Ciptimal

Defims Indikator kinerja : Kegatan Deteksi mencakup pelaksansan dan kegiatan Siber, Cegah

Sasaran Program ([KSP) Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi
antara lain:

I. Rekomendasi kegiatan siber sedinan farmasi dan makanan vaitu
rekomendas vang berisi informasi seluruh hasil analisis kegatan siber
beserta saran tindaklanjut vang diperlukan, meliputi kegiatan patrols
siber pelanggaran peredaran sedisan farmasi dan makanan, profiling
pelanggaranfkejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, dan analisis
digntal forensik sedisan farmas dan makanan. Rekomendas: kegiatan
siber sediaan farmasi dan makanan vang dimanfaatkan Adalah
rekomendasi  vang  ditindaklanjuti'dimanfastkan  oleh  pemangku
kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan
Makanan.

2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sedisan farmasi dan Makanan
yautu rekomendas: vang dihasilkan dan upaya cegah tangkal kejahatan
sediaan farmasi dan Makanan, berupa : pemyvusunan analisis kejahatan
sediaan farmesi dan Makanan, penggalangan stakeholders dan analisis
peta rawan kasus kejahatan sedisan farmasi dan Makanan. Rekomendasi
dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkart
sudah  melakukan  proses  selamputnva  dan rekomendasi  yang
disampaikan.

3. Rekomendasi Intelijen adalsh rekomendasi dan Direktorat Intelijen
yang bensi informasi  hasil  kegatanfoperasi  intelijen  bescrta
rekomendasi tindaklanjut vang disarankan. Rekomendasi intelijen ve
berkualitas dihitung melaln survey kepuasan terhadap pemanglu
kepentingan vang menerima rekomendasi intelijen.

Cara Perhitungan dan Formula - a) Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmas: dan
Pangan Olahan vang Dimanfastkan

by Persentase Rekomendas: cegah tangkal vang ditmdaklanuts

c) Persentase Rekomendas: Intelijen vang ditindak languts

Rumus : (a+b+c i3 x 100%

Satuan Penpukuran - (¥ )Persentase { ) Mila

Sumber data : Rekomendas: analisis Siber, Rekomendas: cegah tangkal, dan Rekomendas:
Intelijen

Metode Cascading © () Adopsi { ) Lingku )y Komponen { yKPI Sendin
Langsung Dipersempit Pembentuk

Polansasi - ()Maximize () Minimize () Stabilize

Crokument ini telah ditandatansant secara slekironis menggunakan serifkat sheksonis
yang diterbitsan oleh Dalai Besar Sertificasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN),
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Friteria . (¥)Lag Output { jLagInput () Lead Proses

Periode Pelaporan (V) Bulanan { ) Triwulan { ) Semesteran { ) Tahunan

Frekuens: Tarset Frekuensi Realisasi

*  Dus Mulai dan BO3-B12 *  Duisi mula dan BO3-B12
Penanggung Jawab Duta : Durektorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal, dan Direktorat

Intelipen Obat dan Makanan
Mama Sasaran Strategs Atasan @ Terwujudnya Penegakan Hukum yvang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan (Mahan
Mama_IKL_Atasan (1KS5) :  Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan
(ahan

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

TUBAGUS ADE HIDAYAT

o i talah dilansiangani sacara slskironik menggunakan serifkst slekiron
yang dilerbitsan aleh Balai Besar Sertifiasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
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NAMA INDIKATOR
kS

Nilai Pembangunan Zi Unit Deputi Bidang Penindakan

Uit Organisasi : _ Deputi Bidang Penindakan

Level Unit Organisas) : (JLevelD (¥)Llevel 1 {)jLevel2

Status Indikator . ( ) Prioritas Masional (%) Non Prioritas Nasional

Sasaran Program (5F) : Terwujudnya Tata kelola Pemenntahan serta pelavanan publik Umt Orgamsas:
yang prima

Defims Indikator kinerja : 'H:ESEuai Peraturan Menten Pendayagunasan Aparatur Negara dan Reformasi

Sasaran Program (IKSF) Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi

Pembangunan dan Evaluas: Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dan
Korupsi dan Wilavah Birokrasi Bersih dan Melavani Di  Instansi
Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024
tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritss Menuju
Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayam
pada Umt Kena di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,
babowa scluruh Unit Kenja diwapbkan melakukan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayvah Bebas dan Koreps: dan ‘Wilayah Birokras:
Bersih dan Melayani
b. Pembangunan £1 menuju WBE/AWBEM merupakan salah satu Langkah
untuk melakukan penatann terhadap sistem penyelenggarasn organisas:
Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM vang baik, efektif, dan
efisien, schingza dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada
masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan
good governance dan clean government menuju Badan POM yvang bersih
dan bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Mepotisme BN serta meningkatkan
kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
c. Evaluasi Pembangunan £1 Menuu WEBEMWBBM bertujuan wntuk:
1. memastikan babwa pembangunan ZI memyu WBE/WBBM telah
berjalan sesuai vang diharapkan
2. menjadh dasar penetapan dan pengajuan unit WBE/WBBM

Cara Perhitungan dan Formula  : Milai Pembangunan Z1 diperoleh dart hasil evaluasi yang dilakukan oleh
Tim Penalai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluas: yang terlebih
dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal
serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon 1.

Cara perhitungan terbag dan 2 {dua) komponen, yatu:

Mo | Komponen Pengungkit Bobot
I | Manajemen Perubahan 8%
2 | Penataan Tatalaksana T

3 | Penataan Sistem Manajemen SDM 0%
4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja 0%
5 | Penguatan Pengawasan 15%

Crokument ini telah ditandatansant secara slekironis menggunakan serifkat sheksonis
yang diterbitsan oleh Dalai Besar Sertificasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN),
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[6 | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik [ 10% |
Mo | Komponen Hasil Bobot
1 | Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 22 5%
2 | Pelayanan Publik yang Prima 17.5%
Satuan Pengukuran . {)Perseniase (V) Nilai
Sumber data . Laporan Hasil Evaluasi Zona Integnitas oleh Tim Penilai Iniernal
Metode Cascading © () Adops: { ) Lingku (¥ ) Komponen { yKPI Sendin
Langsung Dipersempit Pembentuk
Polansasi © (V) Mmamize () Minimize () Stabilize
Foriterm :  (¥)lagOutput ()Laglnpur () Lead Proses
Periode Pelaporan - () Bulanan { ) Triwulan { ) Semesteran (%) Tahunan
Frekuens: Target Frekuensi Realisasi
*  Dusi BI2 * Dui=i B12
Penangpung Jawab Data : - Durektorat Pervidikan Obat dan Makanan
- Direktorat Siber Obat dan Makanan
- Dircktorat Cegah Tangkal
- Direktorat Intelyen Obat dan Makanan
Mama Sasaran Strategis Atasan  : Tcnvuju:ln}'a Birokras: vang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptsf
untuk Pelayanan Publik vang Prima
Mama [KLU Atasan (IKSS) . Indeks RB BPOM

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Dokumen ini telah ditandalangani sacara slekironik menggunakan sertifikal elekinonik

yang dilerbitsan aleh Balai Besar Sertifiasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
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NAMA INDIKATOR
4.

Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan

Uit Organisasi : _ Deputi Bidang Penindakan

Level Unit Organisas) : (JLevelD (¥)Llevel 1 {)jLevel2

Status Indikator . ( ) Prioritas Masional (%) Non Prioritas Nasional

Sasaran Program (5F) : Terwujudnya Tata kelola Pemenntahan serta pelavanan publik Umt Orgamsas:
yang prima

Defims Indikator kinerja : :.nEHr.rdm‘km Peraturan Pressden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Sasaran Program (IKSF) Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistemn Akuntabibias Kinerja Instansi Pemenintah
SAKIP serta Peraturan Menteri PAN&REB No. 38 Tahun 2021 tentang
Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemenintah,  penguatan
alountabilitas kinerja merupakan salsh satu strategn vang dilaksanakan
dalam mewuudkan pemermtahan  vang  bersth  dan  akuntabel,
pemerintahan yang  kapabel, serta memngkatnva kvaltas pelayanan
publik kepada masvarakat.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntsh, yang selanjutnva
disingkat SAKIF adalah rangkaian sistematik dar berbagm aktivitas, alat,
dan prosedur vang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasnkasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerntah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenintah, vang sclanjutnya
dismngkat cvaluasi AKIP adalah aktnvites analisis vang  sistematis
pemberian milai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah vang ditemuban untuk tujuan peningkatan
akuntabilitas dan kinenja Satuan Kerja danfatau Unit Kerja.

d. Milm AKIP adalah nilai hasil evaluasi vang dilakukan oleh Inspektorat
Utama atas implementas: SAKIP Satuan Kerja Eselon | dan Eselon 11
Mandin Pusat, Bala Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan
BPOM.

Cara Perhitungan dan Formula  : Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, vaitu
1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal.
Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

Mo Komponen Bobot
1. Perencanaan Kinerja 30
2. | Pengukuran Kinerja 30
3. Pelaporan Kinerja 15
4. | Evaluasi Kinerja Internal 25

Crokument ini telah ditandatansant secara slekironis menggunakan serifkat sheksonis
yang diterbitsan oleh Dalai Besar Sertificasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN),
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| Nilai Evaluasi | oo |
Satuan Pen { Persentase () Nilai
Sumber data Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Tim Penilai Internal
Metode Cascading ( ) Adopsi ( ) Lingkup () Komponen (% ) KPI Sendirt
Langsung Dipersempit Pembentuk
Polanisas: (V) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria (% ) Lag Chtput | ) Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan { ) Bulanan { ) Trwulan { ) Semesteran () Tahunan
+  Dusi B12 * Dusi B12
Penanggung Jawab Data Deputi Bidang Peruindakan
MNama Sasaran Strategis Atasan Terwupudnya Birokras: yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif
_ untuk Pelayanan Publik yang Prima
MNama_IKL_Atasan (IKS5) Indeks RB BPOM
DEPUTI BIDANG PENINDAK AN,
TUBAGUS ADE HIDAYAT
Dakumen ini belah dilandal i gacara alekironik menggunakan sertifikal elekdnonik

yang diterbitican aleh Balai Besar Sertifiasi Elestranik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSH).
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NAMA INDIKATOR
5. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Unit Organisas Deputi Bidang Penindakan

Level Unit Organisasi { ) Level O () Level 1 { ) Level 2

Status Indikator {_) Prioritas Nasional (/) Non Prioritas Nasional

Sasaran Program (5F) Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi
yang prima

Defims Indikator kinerja : a.  Milm Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Deputi

Sasaran Program (IKSP) Bidang Penindakan yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanasn Anggaran IKPA dan Nilan Evaluasi Kinerja Anggaran EKA.
b. Milai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran [KPA merupakan wkuran
evalussi kinerja pelaksanasn anggaran yvang memuat § indikator dan
mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas
implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualites hasil pelaksanaan

Anggaran.

c. 8 (Delapan) indikator pembentuk milan Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran [k PA, antara lain:

Revisi DIPA (bobot 108

Deviasi Halaman 111 DIPA (bobot 15%

Penyerapan Anggaran {bobot 20%

Belamja Kontraktual {bobot 10%

Penyelesaman Tagihan (bobot 10%

Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%

Capaian Chutput (bobot 25%)

Dispensasi SPM (Pengurang milan IKPA)

d. Nllal Evaluasi Kinerja Anggara EKA merupakan penilaian kinerja
perencanaan anggaran vang dilakukan dengan mengukur efektifites
penggunaan anggaran dan efisiens: penggunaan anggaran,

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capman RO (bobot 75%)
2. Vanabel cfisiens:: Penggunaan SBK {bobot 10%4) dan Efisiens: SBK
(bobaot 15%)

e b

Cara Perhitungan dan Formula Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + {Nilai IKPA x 50%)
i Konversi Nilai Kinerja An :
Milai Kategori Konversi Nila
0 s.d. 50 Sangat Kurang 1
50,01 sd. 60 Kurang 2
60,01 s.d. 80 Cukup 3
8001 s.d. 90 Baik 4
90,01 s.d. 100 San Baik 5
Satuan Pengukuran { )Persentase {¥) Nila
Sumber data Nilai EKA dan IKPA Aphkesi SMART DIA dan OMSPAN Kementerian

Crokument ini telah ditandatansant secara slekironis menggunakan serifkat sheksonis
yang diterbitsan oleh Dalai Besar Sertificasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN),
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Keuangan RI

Metode Cascading © () Adops: { ) Lingkup { ) Komponen (¥ ) EPI Sendiri
Langsumg [Dhpersempit Pembentuk

Polarisasi - (V) Mmamize () Minimize () Stabilize

Kriteria :  (V)Llag Output ()Laginput () Lead Proses _

Periode Pelaporan : () Buolanan i) Triwulan { ) Semesteran () Tahunan
Frekuensi Target Frekuensi Realisasi

+  Dusi B12 * D= B12
| Penangpung Jawab Data : Deputi Bidang Penindakan _

Mama Sasaran Strategis Atasan @ Terwujudnya Birokrasi vang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif
untuk Pelayanan Publik vang Prima

Nama_IKL Atasan (1KS5) . Indeks BB BPOM

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Duokurmen ini telah dilandstangani sscara slekironik menggunakan serifikat shekiranik.
yang dilerbitican aleh Balsi Besar Serfificasi Elektranik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NAMA INDIKATOR
6. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

Unit Organisasi :__Deputi Bidang Penindakan

Level Unit Organisasi © () LevelD i) Level 1 { ) Level 2

Status Indikator . { ) Prioritas Masional {\I']l Mon Prioritas Masional

Sasaran Program (SP) ¢ Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelavanan publik Unit
Organisasi vang prima

Definisi Indikator kinerja : 4. Sesuzi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP,

Sasaran Program (IKSF) bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian

rsiko

b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistermnatis yang
meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan
terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan
fsasaran organisasi.

c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen
risiko yvang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas
penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan
implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Karakteristik
Maturitas
Risk Maive Manjemen risiko tergantung pada
individu perorangan
Risk Aware Risiko didefinisikan dengan cara yang
berbeda dan kedisiplinan dalam proses
vang tidak ketat

Risk Defined Kerangka penilaian‘tanggapan umum
terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin

eksekutif memberi pandangan terhadap
risiko vang dihadapi organisasi secara
keseluruhan. Pelaksanaan rencana
diimplementasikan dengan memprioritaskan
risiko yang tinggi.

Risk Managed Aktivitas manajemen risiko organisasi
terkoordinasi  di  seluruh area bisnis.
Menggunakan perangkat manajemen
risiko dan prose yang umum apabila
diperlukan, dengan pemantauan risiko
keseluruhan organisasi, pengukuran dan

Crokument ini telah ditandatansant secara slekironis menggunakan serifkat sheksonis
yang diterbitsan oleh Dalai Besar Sertificasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN),
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pelaporan.

Risk Enabled Mendiskusikan rnisiko bersama dengan
perencanaan strategis, alokasi modal dan
dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
Sistem peringatan dini  untuk
memberitahukan dewan dan manajemen
apabila risiko berada diatas batas yang
ditetapkan.

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan
proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manajemen
dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa
tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan

2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian
tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko

3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risik

Cara Perhitungan dan : Nilai maturitas manajemen nisiko diperoleh dari hasil penilaian yang
Formula dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja
evaluasi maturitas manejemen risiko yang mlainya terbagi dalam
kategort
sebagai benkut:
Show Totat Tinghat Maturitas
ok Nave (3} T
e s S ::-r— [TETE——"
Rk Catned 3348 ) m P T
ok Moraged o + .-m Rt Delond merun
Mok Enabes | 8520 N :':"— P Bonut ey

Cara perhitungan level matunitas
Skor Maturitas = (Skor Total /16
Keterangan:
a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas
manajemen risiko
b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja
evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Satuan Pengukuran . ()Persentase () Nilai
Sumber data : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko oleh
Inspektorat Utama.
Dokumen ini telsh ditandatangani secara menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitican oleh Balsi Besar Sertificasi Elekironik (BSYE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Metode Cascading © ) Adopsi { ) Lingkup { ) Komponen (V) KPI Sendiri
Langsung Dipersempit Pembentuk

Polarisasi © (V) Maximize () Minimize () Stabilize

Kriteria : () Lag Outpur () LagInput () Lead Proses

Periode Pelaporan : () Bulanan { ) Triwulan { ) Semesteran (/) Tahunan
Frekuensi Target Frekuensi Realizasi
* Dz B12 * Disi B12

Penanggung Jawab Data . Deputi Bidang Penindakan

MNama Sasaran Strategis : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratit dan

Atasan Adaptif uniuk Pelavanan Publik vang Prima

MNama KLU Atasan (IK5%) Indeks KRB BPOM

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN,

TUBAGUS ADE HIDAYAT

Crokument ini telah ditandatansant secara slekironis menggunakan serifkat sheksonis
yang diterbitsan oleh Dalai Besar Sertificasi Elektronik (BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BESSN),
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Lampiran-5. Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja

Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan

| Tahun 2026

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan

> Definisi Operasional :

a.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap

dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara

dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%

2) Tahap | (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum
(JPU)) sebesar 40%

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
sebesar 30%, dan

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa
Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan

penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

(Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap | x 0.55 + Jumlah

Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap Il x 1) / Jumlah Target Perkara

x 100%)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3,

apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot

perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan

terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang terhitung menjadi capaian perkara merupakan

seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara

carryover dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses

penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan

dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi

Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.
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» Cara Perhitungan

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara

sebagai berikut:
( Jumlah Perkara SPDP x 0.15 + Jumlah Perkara Tahap | x 0.55 + Jumlah
Perkara P21 x 0.85 + Jumlah Perkara Tahap II)

» Perhitungan Realisasi:

Target Realisasi
Tah Bobot Nilai Total Nilai
ahapan | perkara | Perkara | Perkara | Perkara obo Realisasi = Realisasi

tahun n Carry s.d Carry

Berjalan Over bulan n Over
SPDP 11 9 0.15 3
Tahap | 4 13 0.55 9,35

197 63
P21 1 22 0.85 19,55
19,58

Tahap |l 0 19 1 19
Total 17 63 16 63

ll. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

yang Optimal

> Definisi Operasional :

Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal

dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain:

1.

Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu
rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber
beserta saran tindak lanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber
pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan makanan, profiling
pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, dan analisis
digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan siber
sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi
yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai
dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan makanan yaitu

rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan
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farmasi dan makanan, berupa: penyusunan analisis kejahatan sediaan
farmasi dan makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan
kasus kejahatan sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi dianggap
sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah
melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.

3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang
berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak
lanjut yang disarankan. Rekomendasi intelijen yang berkualitas dihitung
melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima

rekomendasi intelijen.

» Cara Perhitungan :
a. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan
Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
b. Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti
c. Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti
Rumus : (a+b+c) /3 * 100%

> Perhitungan Realisasi:

Indikator Jan Feb Mar

Persentase Rekomendasi Siber di
Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan - - 85,04
Olahan yang Dimanfaatkan

Persentase Rekomendasi Cegah
Tangkal yang Ditindaklanjuti

Persentase Rekomendasi Intelijen yang
Ditindaklanjuti

Persentase Rekomendasi Deteksi
Kejahatan Sediaan Farmasi dan - - 48,25
Pangan Olahan yang Optimal

Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan
» Definisi Operasional :
a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
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serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit
Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh
Unit kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah
untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baik, efektif, dan
efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada
masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka
mewujudkan good governance dan clean governance menuju BPOM yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

c. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
1) Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah

berjalan sesuai yang diharapkan

2) Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

» Cara Perhitungan :
Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim
Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih
dahulu dilakukan self assesment dan reviu oleh auditor internal serta Tim

Penilai Unit Kerja Eselon |

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen, yaitu:

NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT
1 Manajemen Perubahan 8 %
2 Penataan Tatalaksana 7%
3 Penataan Sistem Manajemen SDM 10 %
4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 %
5 Penguatan Pengawasan 15 %
6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10 %
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NO KOMPONEN HASIL BOBOT

1 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 225 %

2 Pelayanan Publik yang Prima 17,5 %

» Perhitungan Akhir Tahun Target ditetapkan di akhir tahun

IV. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Penindakan
» Definisi Operasional

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan
akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan
dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan
akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat
Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon | dan Eselon I
Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan
BPOM.

» Cara Perhitungan
Penjumlahan 4 (empa) komponen penilaian AKIP, yaitu:
4) Perencanaan Kinerja;

4) Pengukuran Kinerja;
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4) Pelaporan Kinerja;

4) Evaluasi Kinerja Internal;

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

NO

KOMPONEN

BOBOT

Perencanaan Kinerja

30

Pengukuran Kinerja

30

Pelaporan Kinerja

15

Evaluasi Kinerja Internal 25

Nilai Evaluasi

100

No

Predikat

Nilai

Interpretasi

>90-100

Sangat Memuaskan.

Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja
dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level.
Telah terbentuk pemerintahan yang

dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).

>80-90

Memuaskan.

Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewujudkan
pemerintahan berorientasi hasil.

BB

>70-80

Sangat Baik.

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik.
Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai
terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam
mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja
yang andal dan berbasis teknologi informasi.

>60-70

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik.
Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan
pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam
manajemen Kinerja.

cC

>50-60

Cukup (memadai).

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun
demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun
tidak mendasar khususnya

akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.

>30-50

Kurang.

Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen
kinerja sehingga masih perlu banyak
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No

Predikat Nilai Interpretasi

Sangat Kurang.

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak
dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat
penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu
banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat
mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

D >0-30

> Perhitungan Akhir Tahun
Target ditetapkan di akhir tahun

V. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

» Definisi Operasional

a.

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT
BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran
evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan
mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran,
kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil
pelaksanaan anggaran.

8 (delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA), antara lain:

8) Revisi DIPA (bobot 10%)

Deviasi Halaman Il DIPA (bobot 15%)

©

)

)

) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
)
)
)

o

Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

(e<]

Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
Capaian Output (bobot 25%)
8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja

(e<]

perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas

penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK
(bobot 15%)

Laporan Interim TW 12026
Deputi Bidang Penindakan




VL.

» Cara Perhitungan:
Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kategori Konversi Nilai
0s.d. 50 Sangat Kurang 1
50,01 s.d. 60 Kurang 2
60,01 s.d. 80 Cukup 3
80,01 s.d. 90 Baik 4
90,01 s.d. 100 Sangat Baik 5

» Perhitungan Akhir Tahun:
Target ditetapkan di akhir tahun

Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan
> Definisi Operasional:

a. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa
pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko

b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi
budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait
risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.

c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang
terbagi dalam 5 (lima) katageri. Tingkat maturitas penerapan manajemen
risiko menunjukan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko

dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas Karakteristik
Risk Naive Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan

kedisiplinan dalam proses tidak ketat

Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai
teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap
Risk Defined risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan.
Pelaksanaan rencana  diimplementasikan  dengan
memprioritaskan risiko yang tinggi.
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Kategori Tingkat Maturitas

Karakteristik

Risk Managed

Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di
seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen
risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan
pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran
dan pelaporan

Risk Enabled

Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan
strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan
keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk
memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko
berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

3) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses

manajemen

risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam

memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran

tercapai sebagaimana diharapkan

3) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan

manfaat penerapan manajemen risiko

3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

» Cara Perhitungan:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan

oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas

manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Nilai . .
Skor Tingkat Maturitas
Maturitas Total Maturitas
Risk Naive 0-16 1 -
_ Peningkatan Risk Naive menuju

Risk Aware 17-32 2 Risk Aware

. _ Peningkatan Risk Aware
Risk Defined 33-48 3 menuju Risk Defined

. Peningkatan Risk Defined
Risk Managed 49-64 4 menuju Risk Managed

_ Peningkatan Risk Managed
Risk Enabled 65-80 5 menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas
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Skor Maturitas = Skor total / 16

Keterangan:

b) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen
risiko

b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi

berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

Perhitungan Akhir Tahun:
Target ditetapkan di akhir tahun
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Lampiran-6. Matriks Capaian Kinerja Unit Kerja di Bawahnya

1. Direktorat Cegah Tangkal
Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Triwulan | Tahun 2026
No | Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian Proyeksi Permasa | Rekomenda
Kegiatan Ketercapaian lahan Si
Target Akhir
Tahun
1) (2) (3) 4) 5) (6) ) (8) 9)
Tersedianya | Persentase - - - - Tidak -
1. linformasi rekomendasi ada
kendala/
kewaspadaan | cegah tangkal hambata
dini dalam yang ditindaklanjuti n
rangka cegah
tangkal
kejahatan
Sediaan
Farmasi dan
Pangan
Olahan yang
efektif
Tersedianya Persentase 91 99,64 109,49 | 102,72 Tidak -
2. |data informasi ada
kendala/
kerawanan kerawanan hambata
kejahatan kejahatan Sediaan n
Sediaan Farmasi dan
Farmasi dan Pangan Olahan
Pangan yang tervalidasi
Olahan yang
valid
Terwujudnya | Nilai - - - - Tidak -
3. |tata kelola unit| Pembangunan ZI ada
o . kendala/
organisasi Direktorat Cegah hambata
yang optimal | Tangkal n
Persentase 36 36 100 36 Tidak -
pemenuhan ada
kendala/
dokumen SAKIP hambata
Direktorat Cegah n
Tangkal sesuai
standar
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No | Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian Proyeksi Permasa | Rekomenda
Kegiatan Ketercapaian lahan Si
Target Akhir
Tahun
1) (2) (3) 4) 5) (6) ) (8) 9)
Tingkat efisiensi 75 80 106,67 80 Tidak -
enggunaan ada
pengg kendala/
anggaran hambata
Direktorat Cegah n
Tangkal
Indeks Manajemen - - - - Tidak -
Risiko Direktorat ada
kendala/
Cegah Tangkal hambata
n

Keterangan:
(1) Nomor urut sasaran kegiatan.
(2) Diisi dengan nama sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.

(3) Diisi dengan nama indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan

Renstra.

(4) Diisi dengan target triwulan dari indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian

Kinerja dan Renstra.
(5) Diisi dengan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan.
(6) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target triwulan n.

(7) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target tahun n (target terupdate

dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).

(8) Diisi dengan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja namun tidak terbatas pada

kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

(9) Diisi dengan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kinerja. Rekomendasi dapat

berupa usulan perbaikan target kinerja, reviu kebijakan, dan lain-lain.
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2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Intelijen Triwulan | Tahun 2026

No | Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian Proyeksi Permasalah | Rekomenda
Kegiatan Ketercapaian an si
Target Akhir
Tahun
1) 2) 3 4 ) (6) ) (8) 9)
1. [Hasil Intelijen | Persentase 50 50 100 61,73 Tidak ada -
Sediaan Rekomendasi kendala/ham
. . batan
Farmasi dan Intelijen yang
Pangan Ditindaklanjuti
Olahan yang
berkualitas
2. |Tersedianya | Jumlah Profil - - - - Tidak ada -
Profil Jaringan kendala/ham
, _ batan
Jaringan Kejahatan
Kejahatan Sediaan
Sediaan Farmasi dan
Farmasi dan Pangan
Pangan Olahan yang
Olahan yang | Terpetakan
Akurat
3. |Terwujudnya | Nilai - - - - Tidak ada -
Tata Kelola Pembangunan kendala/ham
. _ batan
Pemerintahan | ZI Direktorat
Unit Intelijen Obat
Organisasi dan Makanan
yang Optimal
Persentase 36 36 100 36 Tidak ada -
Pemenuhan kendala/ham
batan
Dokumen
SAKIP
Direktorat
Intelijen Obat
dan Makanan
Tingkat 75 92 122,67 92 Tidak ada -
Efisiensi kendala/amb
atan
Penggunaan
Anggaran
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No | Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian Proyeksi Permasalah | Rekomenda
Kegiatan Ketercapaian an Si
Target Akhir
Tahun
1) (2) (3) 4) 5) (6) (1) (8) 9)
Direktorat
Intelijen Obat
dan Makanan
Indeks - - - - Tidak ada -
Manajemen kendala/ham
o batan
Risiko
Direktorat
Intelijen Obat
dan Makanan
Keterangan:

(1) Nomor urut sasaran kegiatan.
(2) Diisi dengan nama sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.

(3) Diisi dengan nama indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan

Renstra.

(4) Diisi dengan target triwulan dari indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian

Kinerja dan Renstra.
(5) Diisi dengan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan.
(6) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target triwulan n.

(7) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target tahun n, Target pada PK

(target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).

(8) Diisi dengan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja namun tidak terbatas pada

kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

(9) Diisi dengan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kinerja. Rekomendasi dapat

berupa usulan perbaikan target kinerja, reviu kebijakan, dan lain-lain.
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3. Direktorat Siber Obat dan Makanan

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Siber Triwulan | Tahun 2026

No Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian Proyeksi Permasala | Rekomen
Kegiatan Ketercapaian han dasi
Target Akhir
Tahun
1) (2) 3) 4) ©) (6) ) (8) 9)
Meningkatnya Persentase 80,11 94,74 118,26 106,32 Tidak ada -
1. |Rekomendasi | Rekomendasi kendala/ha
e . . : mbatan
Analisis Siber di | Analisis Siber di
Bidang Sediaan | Bidang Obat dan
Farmasi dan Makanan yang
Pangan Olahan | Dimanfaatkan
yang
Dimanfaatkan
Terlaksananya | Persentase Hasil 79,5 79,76 100,33 94,76 Tidak ada -
2. |Monitoring Patroli Siber kendala/ha
, : mbatan
Pelanggaran/ Sediaan Farmasi
Kejahatan Siber | dan Pangan
Sediaan Olahan yang
Farmasi dan Ditindaklanjuti
Pangan
Olahan yang
Efektif
Terwujudnya Nilai - - - - Realisasi -
3 |Tata kelola Pembangunan dihitung
oleh unit
Pemerintahan | £ona pengampu
Unit Integritas fida akhir
L Direktorat Siber anun
Organisasi berjalan
Optimal Obat dan
an tima
yang &p Makanan
Persentase 36 36 100 36 Tidak ada -
Pemenuhan kendala/ha
mbatan
Dokumen SAKIP
Direktorat Siber
Obat dan
Makanan
Tingkat Efisiensi 88 75 85.23 75 Tidak ada -
Penggunaan kendala/ha
mbatan
Anggaran
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No Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian Proyeksi Permasala | Rekomen

Kegiatan Ketercapaian han dasi
Target Akhir
Tahun
1) (2) 3) 4) ©) (6) ) (8) 9)
Direktorat Siber
Obat dan
Makanan
Indeks - - - - Realisasi -
Manajemen Risiko dihitung
] ) oleh unit
Direktorat Siber pengampu
Obat dan pada akhir
Makanan tahl.m
berjalan
Keterangan:

(1) Nomor urut sasaran kegiatan.
(2) Diisi dengan nama sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.

(3) Diisi dengan nama indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan

Renstra.

(4) Diisi dengan target triwulan dari indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian

Kinerja dan Renstra.
(5) Diisi dengan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan.
(6) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target triwulan n.

(7) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target tahun n, Target pada PK

(target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).

(8) Diisi dengan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja namun tidak terbatas pada

kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

(9) Diisi dengan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kinerja. Rekomendasi dapat

berupa usulan perbaikan target kinerja, reviu kebijakan, dan lain-lain.
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4. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Penyidikan Triwulan | Tahun 2026

No | Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian Proyeksi Permasalah | Rekomendasi
Kegiatan Ketercapaian an
Target Akhir
Tahun
1) (2) (3) 4) 5) (6) ) (8) 9)
Penyidikan Persentase 13 15,71 120,85 18,48 Terdapat Pelaksanaan
L Perkara Keberhasilan pemotongan operasl
anggaran penindakan
Kejahatan di | Penyidikan sehingga pada kasus yang
Bidang Obat | Kejahatan kesulitan telah dilakukan
memetakan pendalaman
dan Makanan| Sediaan Farmasi kegiatan  yang|informasi dan
dan Panaan akan kemungkinan
9 diprioritaskan  |lebih besar
Olahan memiliki alat
bukti
Persentase 20 20 100 25 Anggaran Melaksanakan
endampinaan sebagian besar |pendampingan
P ping dipotong, berdasarkan
UPT dalam sehingga pembobotan
r0Ses kegiatan prioritas pada
P pendampingan |UPT
penyidikan yang baru
- - dilaksanakan
ditindaklanjuti secara online
Terwujudnya | Nilai - - - - - -
2. |Tata Kelola
Pemerintah Pembangunan ZI
Unit Unit Direktorat
Organlsa_3| Penyidikan Obat
yang Optimal
dan Makanan
Persentase 36 36 100 36 Terdapat Melanjutkan
Pemenuhan pedoman penyusunan
SAKIP baru |dokumen
Dokumen SAKIP sehingga harus |pendukung
Direktorat menyesuaikan |lainnya
dokumen
Penyidikan Obat kembali
dan Makanan
Tingkat Efisiensi 75 100 133,33 100 Banyak Melaksanakan
Penaaunaan kegiatan yang |kegiatan sesuai
99 ditiadakan dengan RPD
Anggaran dikarenakan
Direktorat pemotongan
anggaran

Penyidikan Obat

dan Makanan

Indeks
Manajemen
Risiko Direktorat
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No

Target Akhir
Tahun

Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian Proyeksi Permasalah | Rekomendasi
Kegiatan Ketercapaian an

(1)

(2) ®3) (4) () (6) () (8)

(9)

Penyidikan Obat
dan Makanan

Keterangan:
(1) Nomor urut sasaran kegiatan.
(2) Diisi dengan nama sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra.

(3) Diisi dengan nama indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dan

Renstra.

(4) Diisi dengan target triwulan dari indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai Perjanjian

Kinerja dan Renstra.
(5) Diisi dengan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan.
(6) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target triwulan n.

(7) Persentase perbandingan realisasi triwulan n terhadap target tahun n, Target pada PK

(target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).

(8) Diisi dengan permasalahan yang dihadapi terkait kinerja namun tidak terbatas pada

kendala yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

(9) Diisi dengan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kinerja. Rekomendasi dapat

berupa usulan perbaikan target kinerja, reviu kebijakan, dan lain-lain.
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Lampiran-7.

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TW | TAHUN 2026

Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 13 April 2026

Waktu : 09.30 - selesai

Tempat : Ruang Rapat Batik Lantai 4

Pimpinan Rapat : Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan
Peserta Rapat : Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan
Pembahasan

1. Memantau pencapaian kinerja dan realisasi anggaran

2. Mengidentifikasi kendala dan hambatan serta menentukan rekomendasi dan

rencana tindak lanjut atas kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pencapaian

kinerja.

Pembahasan terkait laporan evaluasi internal TW I.

Pembahasan terkait tindakn lanjut rekomendasi atas capaian program/kegiatan

dan status tindak lanjut rekomendasi Triwulan | Tahun 2026

5. Pembahasan terkait penyusunan Laporan Kinerja Interim TW |

Arahan dan Petunjuk
A. Arahan Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan

1.

Sehubungan telah berakhirnya periode triwulan |, mengingatkan batas waktu
pelaporan monitoring dan evaluasi yaitu tanggal 20 April 2026 untuk Berita
Acara Laporan Evaluasi Internal TW | dan 27 April 2026 Untuk Laporan Kinerja
Interim TW 1.

Oleh karena itu, diharapkan seluruh unit kerja, khususnya para anggota tim
SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Penindakan, dapat melakukan koordinasi
internal, mengumpulkan data pendukung kinerja, dan menyusun laporan
sesuai format yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan adanya pedoman SAKIP terbaru yaitu Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025. Mohon agar
laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim agar disesuaikan dengan
pedoman tersebut.

Sebelum laporan evaluasi internal ditetapkan agar diagendakan pembahasan
dengan Bapak Deputi dan para Direktur terlebih dahulu untuk meminta arahan
dan masukan untuk perbaikan kedepan. Mohon untuk dipersiapkan PPT

paparan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran TW 1.
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5. Sehubungan dengan hasil rapat pembahasan LHE SAKIP bersama Biro
Perencanaan dan Keuangan, diperlukan pembahasan lanjutan dengan
Inspektorat. Untuk itu, dimohon agar dipersiapkan bahan serta undangan
guna pelaksanaan pertemuan dengan Inspektorat terkait pembahasan
LHE SAKIP Deputi Bidang Penindakan. Pertemuan tersebut tidak hanya
membahas SAKIP, tetapi juga mencakup penyampaian isu-isu
akuntabilitas yang terdapat di unit kerja.

6. Terkait tindak lanjut rekomendasi atas capaian program/kegiatan dan
status tindak lanjut rekomendasi Triwulan | Tahun 2026, agar ditungkan
dalam tabel matriks pada lampiran.

7. Terakhir, meminta perhatian dan komitmen dari rekan sekalian agar
penyampaian laporan dilakukan tepat waktu, tepat isi, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Bila diperlukan, mengadakan rapat lanjutan

untuk finalisasi laporan monitoring dan evaluasi.

Notulis: Ni Ketut Ayu Dewitasari

IV. Dokumentasi
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V. Udangan dan Daftar Hadir

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telepon (021) 42878164, Ekstensi | 127
BADAN POM Email : penyidikan_om@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Nomor : PR.10.01.64.04.26.66 Jakarta, 10 April 2026
Sifat . Biasa

Lampiran @ -

Hal : Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Deputi Bidang Penindakan

Triwulan 1 Tahun 2026

Yth.
Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan
di Lingkungan Badan POM

Dalam rangka peny 1 Laporan Evaluasi Internal Deputi Bidang Penindakan
Trwiulan 1 Tahun 2026, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan akan mengadakan
pertemuan untuk mengumpulkan masukan dari unit terkait. Sehubungan dengan itu,
kami mengungudang Bapak /Ibu untuk hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut yang
akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 13 April 2026
Waktu :09.00 - 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Gedung Batik Lt. 4

Demikian disampaikan, atas perhatian dan k
kasih.

i yang baik dit terima

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan,

'

Brigjen Pol. Partomo Iriananto, S.1.K., M.H.

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI INTERNAL TW 1 TAHUN 2025
JAKARTA, 13 APRIL 2026

No. Nama NIP/NRP Pangkat/Gol. Jabatan Unit Kerja K.J::l:ll\ {m
RIC 3 T i -

2. |lmaw paic Galang w | (0030522288310 b paiveons: | T f
3. | M Gusew? 1999 12162905 24 T)’— PLO Creo Urvn

B ] N N L B R

g [Symeon Meber | snaoBicpomiont o fercomoed s §foe

(78] P LT 9950qires 2| \x | ferencana On P teon ™

1. | Lovhalieds OQusi Baworsszet) ~ / 1% Syipuaoe Pit: fugiem o] : 7‘” =
_Q' Mohauon Qunbe. P Im8at1 zerrane 9 - Plo. Oit - fonsiziom oM - e |
3 | luni U Soumera | 1090293305061003 | lenon Mot (17| Petencana i F (dw
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NIP/NRP
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NOTULEN RAPAT MONITORING FAN EVALUASI TW |
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

l. Pelaksanaan Rapat

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 April 2026
Waktu : 13.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Penindakan
Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Penindakan
Peserta Rapat : 1. Eselon 2 di Lingkungan Kedeputian IV
2. Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan
Il. Pembahasan

1. Capaian Anggaran dan Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan

2. Output, Kendala, Rencana Tindak Lanjut per Direktorat

lll. Arahan dan Hasil Rapat

1. Arahan Deputi Bidang Penindakan

—  Deputi

Bidang penindakan menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi

merupakan instrument utama dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan anggaran,

terutama dalam kondisi efisiensi fiskal yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Disampaikan bahwa:

Terjadi penyesuaian signifikan terhadap target output dan pagu anggaran
sehingga diperlukan pengendalian yang lebih ketat.
Monev TW | menjadi momentum untuk :

= Mengukur realisasi awal kinerja

= Mengindentifikasi deviasi terhadap target

» Menyusun Langkah korektif sejak dini

— Deputi meminta seluruh direktur untuk menyampaikan secara komprehensif:

Realisasi capaian kinerja dan anggaran s.d 31 Maret 2026
Permasalahan teknis dan administrative

Rencana tindak lanjut yang terukur dan implementatif

— Evaluasi tahun 2025:

Dari 6 indikator kinerja, terdapat 3 indikator belum mencapai target yang
perlu menjadi perhatian serius

Indikator “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan” mencapai 117,7%, sehingga target 2026

perlu disesuaikan (tidak terlalu rendah namun tetap realistis)
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— Terkait SAKIP:

e Terjadi penurunan nilai dari 75,85 (2024) menjadi 74,92 (2025)

e Deputi menekankan percepatan tindak lanjut LHE Inspektorat, dan
perlunya rapat khusus dengan Inspektorat dan Biro Perencanaan
Keuangan

— Penekanan tambahan:
¢ Peningkatan kompetensi SDM SAKIP dan keuangan
e Penyampaian Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim TW |

tepat waktu dan sesuai pedoman

2. Penyajian Data Kinerja Direktorat Cegah Tangkal
— Capaian Kinerja
- Penyusunan peta kerawanan kejahatan obat dan makanan sebanyak
2.501 data kerawanan.
- Pelaksanaan kegiatan strategis:
o Deklarasi Komitmen Bersama Pencegahan Obat dan Makanan
Palsu (5 Februari 2026)
o Dilaksanakan secara hybrid dan melibatkan:
»  KIL terkait
= Asosiasi pelaku usaha (GAPMMI, MIAP)
= Akademisi, organisasi profesi, dan media
- Outcome:
e Terbangunnya komitmen lintas sektor dalam pencegahan
kejahatan obat dan makanan

- Permasalahan/Kendala
o Pedoman Cegah Tangkal terbaru belum tersosialisasi secara

merata ke seluruh UPT
e Integrasi data UPT-UPT baru ke Aplikasi Dashboard Penindakan
(ADP) belum optimal
o Efisiensi anggaran menyebabkan:
= Penundaan kegiatan
= Pengurangan intensitas kegiatan lapangan

- Rencana Tindak Lanjut
o Melaksanakan Sosialisasi pedoman secara nasional, Supervisi

langsung ke UPT dan Forum koordinasi rutin
e Penguatan sistem Koordinasi dengan PUSDATIN untuk integrasi
ADP
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- Strategi:
Reprioritisasi kegiatan berbasis risiko kerawanan

3. Penyajian Data Kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan
— Capaian Kinerja

61.564 tautan/link direkomendasikan untuk takedown (Jan—Mar 2026),

dengan rincian:
e Obat: 13.466
o Kosmetik: 19.300
e Pangan olahan: 13.877
e Obat bahan alam: 10.548
e Suplemen: 2.450
e Obat kuasi: 1.923

— Penjejakan digital:
¢ 21 rekomendasi profiling siber:

= 19 — ditindaklanjuti intelijen
1 — penindakan
» 1 — pemeriksaan setempat

— Digital forensik:
e Pemeriksaan terhadap 3 barang bukti elektronik (HP)

e Dukungan forensik ke Balai POM Mamuju, dan Balai POM
Jember

— Permasalahan/Kendala
e Pedoman operasi siber dan SOP:

» Belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kejahatan
digital
o Efisiensi anggaran:
= Membatasi operasi patroli dan pengembangan teknologi

— Rencana Tindak Lanjut
¢ Penyusunan dan harmonisasi:

= Pedoman operasi siber
= SOP lintas unit

— Penyesuaian:
e Target output

o Skala prioritas kegiatan

— Penguatan:
o Kolaborasi internal Kedeputian
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4. Penyajian Data Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
— Capaian Kinerja

Pelaksanaan operasi intelijen menghasilkan:
¢ 3 laporan intelijen
¢ 2 rekomendasi intelijen

Fokus kegiatan:
o Pengumpulan informasi strategis
¢ Analisis potensi kejahatan

— Permasalahan/Kendala
e Lead time operasional meningkat waktu dari rekomendasi —

penindakan menjadi lebih lama

— Keterbatasan:
e Anggaran

¢ Fleksibilitas administrasi keuangan

— Rencana Tindak Lanjut
e Percepatan proses joint review strategis lintas unit

¢ Inovasi: Pengembangan Mobile Lab (rapid test) untuk mempercepat
pembuktian

e manajemen:
= Penyusunan prioritas rekomendasi

=  Protokol pelaporan khusus

5. Penyajian Data Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
— Capaian Kinerja
e Kegiatan utama:
= Pendalaman informasi kasus
= Pendampingan penyidikan UPT

— Nilai keekonomian barang bukti: Rp 539.976.575
¢ Pendampingan dilakukan secara:

= Daring (dominan)
» Luring (terbatas)

— Permasalahan/Kendala
e Perbedaan persepsi penerapan KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)

antar APH
e Efisiensi anggaran:

= Menghambat operasi lapangan
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o Keterbatasan:
= Intensitas pendampingan langsung

— Rencana Tindak Lanjut
e Koordinasi intensif:

= Korwas
= Kejaksaan Agung RI
o Strategi:

= Pendampingan berbasis prioritas kasus (pembobotan)

6. Arahan Deputi terhadap Target yang Belum Tercapai
— Deputi menegaskan:
e Target yang belum tercapai harus dianalisis hingga akar masalah

Arahan utama:

e Penyesuaian target 2026 secara rasional dan berbasis data historis
¢ Optimalisasi sumber daya yang terbatas
e Percepatan realisasi output sejak awal tahun

Penekanan:

o Tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas output

o Setiap direktorat wajib memiliki rencana aksi percepatan (action plan)

Deputi juga menekankan:
e Pentingnya sinergi antar direktorat (cegah tangkal — siber — intelijen —
penyidikan)

e Penguatan pendekatan end to end penindakan

7. Diskusi (Para Direktur di Kedeputian Bidang Penindakan)
— Isu Strategis yang Dibahas
o Efisiensi anggaran berdampak langsung pada Penurunan volume
kegiatan
Pergeseran metode pelaksanaan (offline — online)
e Kebutuhan:
» Harmonisasi SOP antar direktorat
» Integrasi data dan sistem informasi
e Permasalahan operasional:
= Lambatnya tindak lanjut hasil intelijen
= Keterbatasan dukungan teknologi

— Masukan dan Pendapat Direktur
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e Perlu:
» Penguatan koordinasi lintas direktorat berbasis kasus
» Dashboard terpadu untuk monitoring penindakan
= Standarisasi alur kerja dari intelijen hingga penyidikan

e Usulan:
= Penetapan prioritas berbasis risiko (risk-based approach)
» Penguatan kapasitas digital forensik
» Peningkatan dukungan regulasi teknis
— Kesepakatan

¢ Dilakukan:
* Reprioritisasi kegiatan TW Il
» Peningkatan kolaborasi lintas direktorat
» Percepatan tindak lanjut rekomendasi

o Setiap direktorat:

» Menyusun rencana aksi percepatan kinerja TW II

» Melaporkan progres secara berkala

Notulis: Arif Suseno

IV. Dokumentasi
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V. Undangan dan Daftar Hadir

V BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

. Percorakan Negoro No. 23 Jokarta Pusat 10560 Indonesio
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, lZ“!I? Fox : 4245139
BADAN POM Emolt 2 id s Wetelle :

Nomor : PR.08.02.6.04.26.32 Jakarta, 14 April 2026
Perihal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program/Kegiatan

Triwulan | Tahun 2026
Yth.

- Direktur Cegah Tangkal

1
2. Direktur Intelilen Obat dan Makanan
3. Direktur Siber Obat dan Makanan

4. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
5. Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan

Di Tempat
dengan telah Triwulan | Tahun
2026, dengan ini kami untuk rapat yang akan
dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 16 April 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesal
Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Penindakan
Gedung Garuda Lantai 1
Agenda : Rapat dan Evaluasi
ProgramVKegiatan Triwulan | Tahun 2026
Demikian kami Atas dan terima
kasih.

Deputi Bidang Penindakan,

Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.LK, M.Sos.

Linda Ockaviam
InalRiyanon
e AVS Gllany W
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